
SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 35 TAHUN 2022

Menimbang :

Mengingat

TENTANG

PEDOMAN PENGEI.OLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

a. bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektifitas
penyelenggaraan pengendalian intern, pemerintah Daerah
wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan
rnempertimbangkan aspek biaya manfaat, kejelasan kriteria
dan metodelogi penilaian risiko, struktur pengelolaan risiko,
perkembangan teknologi informasi yang dilakukan secara
komperehensif atas tujuan strategis pemerintah Daerah
maupun kegiatan utama Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi
pemerintah wqjib melakukan penilaian risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Daerah:

l. fasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2.

3.

UndangUndang Nomor 69 Tahun l95g tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2O1I tentang Pembentukan peraturan perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik
hclonesl,a Nomor 660 l);

I SALINAN I 

Menimbang 

BUPATI BADUNG 
PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI BADUNG 
NOMOR 35 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

a. bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektifitas 
penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah 
wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan 
mempertimbangkan aspek biaya manfaat, kejelasan kriteria 
dan metodelogi penilaian risiko, struktur pengelolaan risiko, 
perkembangan teknologi informasi yang dilakukan secara 
komperehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah 
maupun kegiatan utama Perangkat Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi 
pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

Mengingat : 1. 

2. 

3. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945; 
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah--daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha.n kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor I Tahun 2O22 tentang Hubungan Keuangan Antar;
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l57l.

).

6.

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Badung.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat

SPIP adalah sistem pengendalian intern secara menyeluruh yang
diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang meng€rncam pencapaian
tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
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4. Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). 

Menetapkan 
MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 
3. Bupati adalah Bupati Badung. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Badung. 
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

SPIP adalah sistem pengendalian intern secara menyeluruh yang 
diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Daerah. 

7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian 
tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. 
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Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit
keq'a yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
Unit Kepatuhan adalah unit ke{a yang bertugas memantau
pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk
menentukan tindakan terbaik dalam menetapkan tujuan instansi
dan kegiatan, mengidentifikasi Risiko, mengukur dan
mengendalikan Risiko, dan memelihara kineg'a Manajemen Risiko.
Risiko Strategis atau Risiko Kebijakan adalah Risiko yang timbul
terkait dengan kegagalan dalam penerapan kebijakan yang dapat
dikarenakan kelemahan dalam proses kajian kebijakan' tahap
penyusunan kebljakan, sosialisasi kebljakan, implementasi
kebijakan, atau pada saat evaluasi kebijakan.
Risiko Operasional adalah Risiko kegagalan pada proses operasional
yang dikarenakan aspek manusia, proses bisnis, sistem pada
organisasi, pendanaan, dan kendala peralatan.
Riiiko Kepatuhan adalah Risiko ketidakpatuhan pada Peraturan
Perundang-undangan.
Risiko Fitutt"iuf adalah Risiko terjadinya manipulasi dan

kecurangan yang berdampak kerugian finansial dan/atau Risiko

kegagalan pihak ketiga memenuhi kewajiban.
Anlafsis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang, telah

teridentifrkasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan
munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau

status RisikonYa.
iJ""tinr."*i Risiko aAahh proses menetapkan apa, dimana' k1nan,

mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat te{adi sehingga dapat

u"Jitip"t negatif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi.
t"l""t -"o" Sasaran organisasi 

. 
adalah h:^s111T^g-tlq:9lf1;1

nblil menuju masa depan yang tergambarmelalui peran Yang diar
dalam visi dan misi organisasi'
ProbabilitasRisikoadalahprosesuntukmenetapkandart
mengukur terjadinya peluang bahwa sesuatu Risiko

kemungkinan daPat terjadi'
1 e. il;#il.,Ji'Ri"tff ;-i;h proses untuk .menetaphan !T::*::ll

J"-pJ p","nsial dari 
-Juutt" 

proses kritis bisnis yang dapat

15.

lo.

t7.

18.

terjadi.
zo. ieia nisif<o adalah gambaran tentang seluruh exposure Risiko yang
--' 

ai.ry^t f."tt aengan 
-tingkat 

atau level masing-masing Risiko'

21. E;i;;;i Risiko- adalih upaya mengidentifikasi perubahan atas
-- 

o"r*.""ran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya

titi?"*i "t^.l 
fiktot lain yang mempengaruhi'

22. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian

yang sudah ada.
23. Pengendalian Internal adalah suatu proses' yang dipengaruhi oleh

sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi' yang

dirancang untuX memU"ntu organisasi mencapai suatu tujuan atau

objektif tertentu. , -,-r.:rcr-^^: r-^-L.aaai nnsi
24. Penanganan Risiko adalah upaya Ter]gldentifikasi 

berbagai opsi

Penanganan Risik" ;;; ai"i'"':"" dalim bentuk rencana tindak

pengendalian'

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
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Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit 
kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Risiko. 
Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau 
pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di Iingkungan 
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. 
Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk 
menentukan tindakan terbaik dalam menetapkan tujuan instansi 
dan kegiatan, mengidentifikasi Risiko, mengukur dan 
mengendalikan Risiko, dan memelihara kinerja Manajemen Risiko. 
Risiko Strategis atau Risiko Kebijakan adalah Risiko yang timbul 
terkait dengan kegagalan dalam penerapan kebijakan yang dapat 
dikarenakan kelemahan dalam proses kajian kebijakan, tahap 
penyusunan kebijakan, sosialisasi kebijakan, implementasi 
kebijakan, atau pada saat evaluasi kebijakan. 
Risiko Operasional adalah Risiko kegagalan pada proses operasional 
yang dikarenakan aspek manusia, proses bisnis, sistem pada 
organisasi, pendanaan, dan kendala peralatan. 
Risiko Kepatuhan adalah Risiko ketidakpatuhan pada Peraturan 
Perundang-undangan. 
Risiko Finansial adalah Risiko terjadinya manipulasi dan 
kecurangan yang berdampak kerugian finansial dan/ atau Risiko 
kegagalan pihak ketiga memenuhi kewajiban. 
Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah 
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan 
munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau 
status Risikonya. 
Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, 
mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat 
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 
organisasi. 
Tujuan atau Sasaran Organisasi adalah hasil yang ingin dicapai 
melalui peran yang diambil menuju masa depan yang tergambar 
dalam visi dan misi organisasi. 
Probabilitas Risiko adalah proses 
mengukur terjadinya peluang bahwa 
kemungkinan dapat terjadi. 
Konsekuensi Risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) 
dampak potensial dari aktivitas proses kritis bisnis yang dapat 
terjadi. 
Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh exposure Risiko yang 
dinyatakan dengan tingkat atau level masing-masing Risiko. 
Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas 
pergeseran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya 
mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi. 
Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian 
yang sudah ada. 
Pengendalian Internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh 
sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang 
dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau 
objektif tertentu. 
Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi 
Penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak 
pengendalian. 

untuk menetapkan dan 
sesuatu Risiko 
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25. Rencana Tindak pengendalian yang selanjutnya disingkat RTp
adalah rencana penangangan Risiko lebih tanj.ut yang *J*p.tr"

- pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang.Ll.rrarr.
26. Pemantauan dan Reviu tvtanaiemin 

- ruJto adalah kegiatanpengendalian yang dilakukan selama proses penilaian- dan
Penanganan Risiko. berlangsung yang bertujuan 

"rit"f. -""i"_i"terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko.27. Pelaporan Man4jemen nisit<o adatah upaya penyampaian
perkembangan atau .hasil kegiatan terkait p"""i"p"r, M;"r.;;"
Risiko kepada pimpinan dalam bentuk pelapoian tertulii ataulisan.

28. Reviu 19"1.h penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untukmemastikan bahwa kegiatan tersebut terarr ailar<saiJan sesu*dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telahditetapkan.
29. Evaluasi adalah 1r1_gh* membandingkan hasil atau prestasisuatu kegiatan dengan standar, ."rr""u.rr", atau yang telahditetapkan dan menentukan fat tor-- Jir,r**;"*::t-_^':11 .

f,irl";X""t'" 
aGu keeasar;-:d;-"1;s.ti,l* r-ff fi:fi :#:i

30. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnyadisingkat RpJMD-adalan Jonmen-i.r.rr"** Daerah untukperiode 5 (lima) tahun.at. 
5:::11"^Straiegis^perangkat Daerah yang selanjutnya disebutxenstra perangkat Daerah Ldahh aotu_L,

.,., 9":14 untukleritae 5 [ima) tahun. 1perencanaan Perangkat
rz' Kebuakan umum Anggaran yang selanju tnya disingkat KUA adalahdokumen y*s *"_^.rit k"t i;k"?r;fi&;endapatan, betanja, dan

&Titffiil. 
serta asumsi yang menda-sinnya untuk periode 1

33. Prioritas dan plajon Anggaran Semenrdisingkat eeas 
"a131 {ffi;ry" ;;;ffil"Iil"* oSH[?#batas maksimal anggaran yurrg diu".it;rrLpaoa perangkat Daerahuntuk setiap program 

""b;.g"i-;;;;; il; penyusunan Rencana

.^ f;:1LH:f,:ffi';:fffi*;f i;li,- aisepar.aii ;;G;
r.r. Kencana *"{. O*,,}1qT", perangkat Daerah yang selanjutnyaorsebut RKA perangkat_llerafr ua"ffi- IJu.en perencanaan danpensanssaran y*u.J:1,"1 r:ncala ;;;J;;"o", rencana beranjal::fl"- dan kegiatan perangkat D"J;-;;i

lebasai a."ar "p"ny,rsunan 
Anggaran p""T^1^"1^*.pembiayaanDaerah. , ! rs,E. .arr renoapatan dan Belanja

pENGELSffi{Iir RrsrKo
Bagran Kesatu

Umum

Pasal 2
Pengelolaan Risiko p

*,,:q" t *;;;;;";"ff :.ff ,,j?HT*"f;'S,ja io: _ 
t uj uan

dan tujuan pada tingkatan r."giit""'"v". -- -tu$rs rerangkat Daerah,

(l)

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 
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Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP 
adalah rencana Penangangan Risiko lebih lanjut yang merupakan 
pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan. 
Pemantauan dan Reviu Manajemen Risiko adalah kegiatan 
pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan 
Penanganan Risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamn 
terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko. 
Pelaporan Manajemen Risiko adalah 
perkembangan at.au hasil kegiatan terkait 
Risiko kepada pimpinan dalam bentuk 
lisan. 
Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk 
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan, standar, rencana, at.au norma yang telah 
ditetapkan. 
Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil at.au prestasi 
suatu kegiatan dengan standar, rencana, at.au yang telah 
ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai 
tujuan. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 
(satu) tahun. 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan 
bat.as maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana 
Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

I 

\ 

upaya penyampaian 
penerapan Manajemen 
pelaporan tertulis at.au 

BAB II 
PENGELOLAAN RISIKO 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 2 
(1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan at.as tujuan 

strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah 
dan tujuan pada tingkatan kegiatannya. 
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(21 Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
melalui:
a. pengembangan budaya sadar Risiko;
b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; danc. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

(3)

(l)

(21

tl)

(2)

(3)

Begran Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 3

Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam
fasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai pemerintah
Daerah.

Peng91$gqan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh

Perangkat Daerah;
b. intemalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan

keputusan diseluruh perangkat Daerah; danc. pembangunan/perbaikan 
- lingkungan pengendalian yang

mendukung penciptaan budaya sadar Risiko.
Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko ssfagaimans dimaksud
pada ayat (2), berupa:
a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya M-anajemen Risiko;c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dand. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam iroses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur pengelola Risiko

Pasal 4

3.1f ryh|lkan, pengelotaan Risiko dibentuk struktur pengelolaxrs <o yang dltefaFkan dengan Keputusan Bupati.
Stryktur pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:

P"p1! selaku penanggung jawab pengelolaan Risiko;
koordinator penyelenggaraan pengelo6an Risiko;
UPR;
Unit Kepatuhan;
penanggung jawab pengawasan; dan
Komite Pengelola Risiko.

?,y:! ::Ru, penanggung-jawab pengelolaan Risiko sebagaimana
9tr-n3Ksuo pacla ayat (2)- huruf a berwenang menetapkan arahkebijakan pengelolaan Risiko pemerintah Daerah.
Sekretaris Daerah selaku.koordinator penyelenggaraan pengelolaanRisiko Pemerintah Daerah sebagaimana iimatsua p"a" ;y";-(.ji
l"Tf b berwenang -"rrgoo.d-inasikan pengelolaan nisito 

.Ji
lngKungzrn Pemerintah Daerah.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

(41
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(2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui: 
a. pengembangan budaya sadar Risiko; 
b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan 
c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko. 

Bagian Kedua 
Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

Pasal 3 
(1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai Pemerintah 
Daerah. 

(2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui: 
a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh 

Perangkat Daerah; 
b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan 

keputusan diseluruh Perangkat Daerah; dan 
c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang 

mendukung penciptaan budaya sadar Risiko. 
(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), berupa: 
a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; 
b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko; 
c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan 
d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi. 

Bagian Ketiga 
Pembentukan Struktur Pengelola Risiko 

Pasal 4 
(1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelola 

Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(2) Struktur pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 
a. Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan Risiko; 
b. koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko; 
c. UPR; 
d. Unit Kepatuhan; 
e. penanggung jawab pengawasan; dan 
f. Kornite Pengelola Risiko. 

(3) Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang menetapkan arah 
kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

(4) Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan 
Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 
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Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/unit keqia sebagai UPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertanggung jawab
meLakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.

Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan
Risiko pada UPR.

Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berwenang memberikan
keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Komite pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf f dibentuk dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah.

Komite Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

Bupati sebagai ketua;
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Badung sebagai koordinator merangkap anggota; dan
Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

/2tt'r, Komite Pengelolaan Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Komite Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki
tugas:
a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah

Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko
yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf c terdiri atas:
a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
b. UPR tingkat eselon Il; dan
c. UPR tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 8

(1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf a memiliki tugas:
a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah

Daerah;
b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat

Pemerintah Daerah:

b.
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(5) Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertanggung jawab 
melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. 

(6) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan 
Risiko pada UPR. 

(7) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berwenang memberikan 
keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 5 

(1) Komite pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(2) huruf f dibentuk dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah. 

(2) Komite Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. Bupati sebagai ketua; 
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Badung sebagai koordinator merangkap anggota; dan 
c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota. 

(3) Komite Pengelolaan Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 6 

Komite Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki 
tugas: 
a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah 

Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan 
pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan 

b. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko 
yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 7 

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas: 
a. UPR tingkat Pemerintah Daerah; 
b. UPR tingkat eselon II; dan 
c. UPR tingkat Eselon III dan IV. 

Pasal 8 

(1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf a memiliki tugas: 
a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah 

Daerah; 
b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat 

Pemerintah Daerah; 
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c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil
identilikasi dan Analisis Risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b
memiliki tugas:
a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II

pada Perangkat Daerah masing-masing;
b. menyusun rencana keq'a pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon

II pada Perangkat Daerah masing-masing;
c. melakukan identifrkasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil

identifrkasi dan Analisis Risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

UPR tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf c memiliki tugas:
a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran kegiatan;
b. melakukan kegiatan pen€rnganan dan pemantauan Risiko hasil

identilikasi dan Analisis Risiko: dan
c. menatausahakal proses pengelolaan Risiko.

Bagran Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1

Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 9

Proses pengeiolaan Risiko meliputi:
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penilaian Risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi: dan
e. pemantauan.

Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
periode penerapan selama I (satu) tahun.
Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
harus menjadi bagian yang terpadu dengan prosei manaiemen
secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan
disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

(21

(3)

(1)

{21

(3)

(41
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c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian 
tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil 
identifikasi dan Analisis Risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko. 
(2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

memiliki tugas: 
a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II 

pada Perangkat Daerah masing-masing; 
b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon 

II pada Perangkat Daerah masing-masing; 
c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah; 
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil 

identifikasi dan Analisis Risiko; dan 
e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko. 

(3) UPR tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf c memiliki tugas: 
a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian 

tujuan dan sasaran kegiatan; 
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil 

identifikasi dan Analisis Risiko; dan 
c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko. 

Bagian Keempat 
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko 

Paragraf 1 
Proses Pengelolaan Risiko 

Pasal 9 
(1) Proses pengelolaan Risiko meliputi: 

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; 
b. penilaian Risiko; 
c. kegiatan pengendalian; 
d. informasi dan komunikasi; dan 
e. pemantauan. 

(2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. 

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 
periode penerapan selama 1 (satu) tahun. 

(4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen 
secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan 
disesuaikan dengan proses bisnis organisasi. 
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(l)

(2)

Paragraf 2
Identifikasi Kelemahan Lingkungan pengendalian

Pasal 10

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperlukan untuk
menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam
mendukung penciptaan budaya sadar Risiko dan pengelolaan Risiko.
Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada
Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam
setiap sub unsur lingkungan pengendalian intem.

Paragraf 3
Penilaian Risiko

Pasal 1 I

feni]gan Risiko sebagaimana dimaksud datam pasal 9 ayat (1) hurufb dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang 'dapat
menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah Dae-rah dan
merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk
memperkecil Risiko.

Penilaian Risiko dilakukan atas:
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) perangkat Daerah.
Penilaian Risiko atas tujuan strategis pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusun€rn RPJMD atau setelah
diselesaikannya RPJMD.

Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dilaksanatan
bersamaan dengan proses penyusunan Renstra perangkat Daerah
atau setelah diselesaikannya Renstra perangkat Daerah.
Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan RKA perangkat Daerah atau
setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
Proses penilaian Risiko meliputi:
a. penetapan konteks/ tujuan;
b. identilikasi Risiko; dan
c. Analisis Risiko.

(1)

(2)

(3)

{41

(s)

(6)

Pasal 12

Penetapan konteks/tujuan sebagainspa
(6) huruf a terdiri dari tahap penetapan
kriteria Risiko.

dimaksud dalam Pasal 11 ayat
konteks/tujuan dan penetapan
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Paragraf 2 
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Pasal 10 

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperlukan untuk 
menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam 
mendukung penciptaan budaya sadar Risiko dan pengelolaan Risiko. 

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada 
Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam 
setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern. 

Paragraf 3 
Penilaian Risiko 

Pasal 11 

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 
b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat 
menghambat pencapaian tujuan instansi Pemerintah Daerah dan 
merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk 
memperkecil Risiko. 

(2) Penilaian Risiko dilakukan atas: 
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah; 
b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan 
c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah. 

(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 
bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau setelah 
diselesaikannya RPJMD. 

(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 
bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah 
atau setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah. 

(5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan 
bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau 
setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah. 

(6) Proses penilaian Risiko meliputi: 
a. penetapan konteks/tujuan; 
b. identifikasi Risiko; dan 
c. Analisis Risiko. 

Pasal 12 

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(6) huruf a terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan 
kriteria Risiko. 



(1)
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Pasal 13

Penetapan konteks/ tuj uan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

bertujuan untuk menjabarkan iju* instansi dan tujuan ke$atan
sesuai dengan rencana strategts dan rencana kinerja tahunan'

Konteks/Tujuan dalam pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
c. konteks/ tuj uan operasional (kegiatan).

Konteks/ tuj uan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

Konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan
strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen
Renstra Perangkat Daerah.

Konteks/tujuan operasionar (kegiatan) sebagaimana dimaksud padaayat (21 huruf c ditetapkan berdasarkan- tujuan kegjatan ;;;tercantum dalam dokumen RKA perangkat Daerah.

Pasal 14

Penetapan kriteria Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 12bertujuan memberikan 
. 
pemahaman y*g *" mengenai kriteriapenilaian dan Analisis Risiko.

Kriteria penilaian Risiko meliputi :
a. skala dampak Risiko;
b. skala kemungkinan Risiko; dan
c. skala tingkat Risiko.

Pasal 15

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 1l ayat (6)huruf b bertujuan untuk menga."-tinf."J- Ri"ik. y""g-,;il;lmenghambat. pencapaian tujuan di lingkungan pemerintah Daerahyang meliputi:
a. tujuan strategis pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis perangkat Daerah (entitas); danc. tujuan operasional (kegiatan) perangkat D;;;;.
Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi kegiatan :

a. mengidentifikasi berbagai 
-Risiko.-yang 

menghambat pencapaiantujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, Jumber"Risiko, d;;;;;Risiko; dan
b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftarRisiko.

(3)

{4)

(s)

t1)

(21

(1)

(2)
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Pasal 13 

; aimana dimaksud dalam Pasal l2 
(1) Penetapan konteks/tujuan sebag? ; stans' dan tujuan kegiatan 

bertujuan untuk menjabarkan tujuan inst 15l 
sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. 

(2) Konteks/Tujuan dalam pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: . 
a. konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah; 
b. konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan 
c. konteks/tujuan operasional (kegiatan). 

(3) Konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategs 
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD. 

(4) Konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan 
strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen 
Renstra Perangkat Daerah. 

(5) Konteks/tujuan operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang 
tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah. 

Pasal 14 

(1) Penetapan kriteria Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria 
penilaian dan Analisis Risiko. 

(2) Kriteria penilaian Risiko meliputi : 
a. skala dampak Risiko; 
b. skala kemungkinan Risiko; dan 
c. skala tingkat Risiko. 

Pasal 15 

(1) ldentifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) 
huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat 
menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang meliputi: 
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah; 
b. tujuan strategis Perangkat Daerah (entitas); dan 
c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah. 

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi kegiatan: 
a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian 

tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak 
Risiko; dan 

b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar 
Risiko. 
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Pasal 16

(l) Analisis Risiko sebagaimana dimalsud dalam pasal 1l ayat (6) hurufc merupakan rangkah untuk menentukan nilai dari suatu 
"d" il;ik"dengan mengukur nilai kemungklnan a"" aLpaknya.

(21 Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai iniormasi unti'tmenciptakan rencana tindak pengendalian.
(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko sebagairnana dimaksud pada ayat

(1) meliputi kegiatan :

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
b. memvalidasi Risiko;
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang

dibutuhkan; dan
d. menyusun RTP.

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian

Pasal 17

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l)
huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP'

Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan :

a. pembangunan infrastruktur pengendalian dapat berupa
kebijakan dan/atau Prosedur; dan

b. peliksanaan/implementasi kebijakan dan prosedur pengendalian'

Paragraf 5
Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat
komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan
pengelolaan Risiko, .sejak penilaian kelemahan lingkungan
pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan
pengendalian.

Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk sarana informasi
dan komunikasi yang efeklif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 6
Pemantauan

Pasal 19

(U Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e

dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1)

{2\

- 10­ 

Pasal 16 

(l) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) hu 
merupakan 1angkah untak menenteak«an nai ant suai ~il''[lN[" 

engan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. 
(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ada avat (1 

suatu Risio dapat ditentukan tngiat Risi«o sebagai inrrj,[}' 
menciptakan rencana tindak pengendalian. 

(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan : 
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko· 
b. memvalidasi Risiko; 
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan 
d. menyusun RTP. 

Paragraf 4 
Kegiatan Pengendalian 

Pasal 17 

(1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP. 

(2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kegiatan: 
a. pembangunan infrastruktur pengendalian dapat berupa 

kebijakan dan/atau prosedur; dan 
b. pelaksanaan/implementasi kebijakan dan prosedur pengendalian. 

Paragraf 5 
lnforrnasi dan Komunikasi 

Pasal 18 
(1) Inforrnasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat 
komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan 
pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan Iingkungan 
pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan 
pengendalian. 

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk sarana inforrnasi 
dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko. 

Paragraf6 
Pemantauan 

Pasal 19 

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e 
dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 



- 11-

(21 Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai
dari a. Bupati;
b. Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon II);
c. Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III);
d. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan

ruang lingkup dan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan
oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan
pengelolaan Risiko meliputi:
a. audit;
b. Reviu;
c. Pemantauan;
d. Evaluasi; dan
e. pengawasan lainnya.

Pasal 20

Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sampai dengan Pasal 19 sebagaimana tercantum dalam La.mpiran yurng
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, UpR
menyusun laporan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada
Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit
Kepatuhan Internal Pemerintah Daerah.

(21 Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
c. laporan berkala Pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal.

(3) Laporan pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud
ayat (21 huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko
terdiri dari:
a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen
RTP.

laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurufb dilakukan secara tahunan disampaikan kepada
Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit
Kepatuhan Internal.

pada
yang

(4)

(s)
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(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai 
dari a. Bupati; 
b. Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon II); 
c. Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III); 
d. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan 

ruang lingkup dan kewenangannya. 
(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah 

oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. 
(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan 

oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan 
pengelolaan Risiko meliputi: 
a. audit; 
b. Reviu; 
c. Pemantauan; 
d. Evaluasi; dan 
e. pengawasan lainnya. 

Pasal 20 

Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sampai dengan Pasal 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
PELAPORAN PENGELOLAAN RISIKO 

Pasal 21 

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, UPR 
menyusun laporan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada 
Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit 
Kepatuhan Internal Pemerintah Daerah. 

(2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Japoran pelaksanaan penilaian Risiko; 
b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan 
c. laporan berkala Pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal. 

(3) Laporan pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang 
terdiri dari: 
a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah; 
b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan 
c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah. 

(4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen 
RTP. 

(5) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dilakukan secara tahunan disampaikan kepada 
Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit 
Kepatuhan Internal. 



(6)
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l,aporan berkala pengelolaan Risiko oleh UpR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk
tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional perangkat
Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat eselon II.
Laporan berkala Pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal
sebagais1a11s dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara
tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

PasaJ22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
uti 2O22

PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 25 Jwli 2022

3ou
BERITA D

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ATEN BADUNG,

KAI}UPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 35

NrP. 19720510 199903 1 008

ARNAWA

Setda. Kabruraten Badun
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(6) Laporan berkala pengelolaan Risik:o oleh UPR sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah 
dikoordinasik:an oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk 
tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat 
Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat eselon II. 

(7) Laporan berkala Pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara 
tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
Sekretaris Daerah. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Badung. 

Ditetapkan di Mangupura 
pada tanggal uli 2022 --=--=±.. 

° t 

Diundangkan di Mangupura 
pada tanggal 25 Juli 2022 

RAABUPATEN BADUNG, 

I 

,·J 
AN ADI ARNAWA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 35 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Setda. Kab aten Badun 

gung Gde Asteya Yudhya 
NIP. 19720510 199903 1 008 



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DERAH

A. PIDOMAN PENGTIOLAAN RISIKO PEMERIN,TAII DAERATI

PEDOMAN PENGEIOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. La'tar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13

ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi pemerintah wajib melakukan
penilaian Risiko; dan

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SpIp diperlukan
Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai pandutrn dalam:
1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan

Pemerintah Daerah;

2. mengidentilikasi, menganalisis, dan mengendatikan Risiko serta
memantau aktiJitas pengendalian Risiko di lingkungan pemerintahan

Kabupaten Badung

N. KEBIJAKAN PENGELOI,AAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada pemerintah Kabupaten Badung
dilakukan atas tujuan strategis pemerintah Daerah, tujuan strategis
(entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan
(operasional) Perangkat Daerah.

Konteks pengelolaan Risiko pada pemerintah Kabupaten Badung
dilakukan atas tqiuan dan sasaran strategis pada program prioritas
Pemerintah Daerah, tduan dan sasaran strategis pada tingkat program
utama Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional|
Perangkat Daerah.

LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI BADUNG 

NOMOR 35 TAHUN 2022 
TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DERAH 

A. PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 

ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan 

penilaian Risiko; dan 

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan 

Pedoman Pengelolaan Risiko. 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman 
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam: 
1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 

Pemerintah Daerah; 

2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta 

memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintahan 

Kabupaten Badung 

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO 

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko 

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Badung 
dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah 
(entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan 

(operasional) Perangkat Daerah. 

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Badung 
dilakukan atas tujuan dan sasaran strategis pada program prioritas 
Pemerintah Daerah, tujuan dan sasaran strategis pada tingkat program 

utama Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) 
Perangkat Daerah. 

Daerah, tujuan strategis 
pada tingkat kegiatan 
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Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan

mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran

strategis pada program prioritas pemerintah daerah yang tertuang

dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan atau Rencana Ke{a Pemerintah Daerah

(Perangkat Daerah) tahun dilakukanya identifikasi Risiko. Pengelolaan

Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati

bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku

Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat

Daerah.

Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan

mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasararl

strategis pada program utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam

dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat

Daerah) dan atau Rencana Kerja Tahunan (Renja) tahun dilakukannya

identifikasi Risiko. Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah

dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama

jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II

dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III.

Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan

mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran

operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam

dokumen perencanaan ke{a tahunan Perangkat Daerah, seperti;

Pe{anjian Kinerja Perangkat Daerah {PD), dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja dan/atau Perangkat Daerah). Pengelolaan

Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan
oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama j4iaran

manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II

dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III.

Penetapan kriteria penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman

yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di

3.
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1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan 
mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 

strategis pada program prioritas pemerintah daerah yang tertuang 
dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Perangkat Daerah) tahun dilakukanya identifikasi Risiko. Pengelolaan 
Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati 
bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku 

Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat 
Daerah. 

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 

Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan 
mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 

strategis pada program utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam 

dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat 
Daerah) dan atau Rencana Kerja Tahunan (Renja) tahun dilakukannya 
identifikasi Risiko. Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah 

dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama 

jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II 
dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III. 

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah 

Pengelolaan Risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan 
mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 

operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam 

dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; 
Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (PD), dan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah (Renja dan/atau Perangkat Daerah). Pengelolaan 
Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan 

oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran 
manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II 

dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III. 

B. Penetapan kriteria penilaian Risiko 

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman 
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di 
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lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas
Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat
Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon pena.nganan

lebih lanjut. Kriteria peniaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala
Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan
Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko.

2. Skala Probabilitas Risiko

Tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam
analisis kemungkinan terjadinya Risiko.

Tabel 1.2
skala bilitas Risiko

Sangat sering 5 Sangat sering, narnprr
pasti terjadi (probabilitas
>80%)

Dapat terjadi beberapa kali
dalaml tahun

Sering 4 Sering terjadi,
(probabilitas > 600/6 s.d
81o/o)

Kemungkinan terlaOi set<ati
dalam 1 tahun

Moderat 3 Kemungkinan terjadi
(probabilitas > 41o/o s.d
60%)

Kemungkinan terpOi sefali
dalam 1-5 tahun

Tabel

Tabel 1.1

Sangat signifikan/sangat Pengaruh dampak terhadap
pencapaian tujuan sangat

Signifikan / Besar Pengaruh dampak terhadap
pencapaian tuJuan tinggi/ signifikan.

Pengaruh dampak terhadap

Kurang signifikan/kecil Pengaruh dampak terhadap
pencapaian tujuan rendah/kur€rng

Tidak Signifikan/Sangat
Kecil

Pengaruh dampak terhadap

Tabel Skalaata ue Risiko
Kategori dampak Skor Uraian

5

4

Sedang/Medium 3

2

1
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lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas 

Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan 

keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat 
Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan 

lebih lanjut. Kriteria peniaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala 

Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan 

Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko). 

1. Skala Dampak Risiko 
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko 
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. 

Tabel 1.1 
Tabel Skala Dam ak Risiko ­ Kategori dampak Skor Uraian 

Sangat signifikan/ sangat 
besar 

5 Pengaruh 
pencapaian 
signifikan. 

dampak 
tujuan 

terhadap 
sangat 

Signifikan / Besar 

Sedang/Medium 

Kurang signifikan/kecil 

Tidak Signifikan/ Sangat 
Kecil 

4 

3 

2 

1 

Pengaruh dampak terhadap 
pencapaian tujuan tinggi/ signifikan. 

Pengaruh dampak terhadap 
pencapaian tujuan sedang. 
Pengaruh dampak terhadap 
pencapaian tujuan rendah/kurang 
signifikan. 
Pengaruh dampak terhadap 
pencapaian tujuan tidak signifikan 

2. Skala Probabilitas Risiko 

Tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam 
analisis kemungkinan terjadinya Risiko. 

Tabel 1.2 
Tabel skala 

Kategori Skor asan 
Probabilitas Kejadi an Tunggal Kejadian Berulang 

Sangat sering 5 Sangat sering, hampir Dapat terjadi beberapa kali 
pasti terja di (probabilitas dalam1 tahun 
>80%) 

Sering 4 Sering terjadi, Kemungkinan terjadi sekali 
(probabilit as > 60% s.d dalam 1 tahun 
80%) 

Moderat 3 Kemungki nan terjadi Kemungkinan terjadi sekali 
(probabilit as > 40% s.d dalam 1-5 tahun 
60%) 
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Jarang 2 Kemungkinan terjadi
meskipun kecil
(probabilitas > 20o/o s.d
4oo/o\

Kemungkinan terjadi sekali
dalam5-10tahun

Sangat Jarang 1 Sangat jarang terjadi
(probabilitas < 2oo/o)

Kemungkinan terjadi sekali
dalam 10-20 tahun

3. Skala Nilai Risiko

Skor nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor

dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk
menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar

pengambilan keputusan dapat diterima (acceptablel atau area tidak

dapat diterima (unacceptablel .

Tabel 1.3
Matriks Analisa Risiko

Kategori sangat tinggr (merah) dan tinggi (orange) merupakan area

yang memiliki sisa Risiko yang membutuhkan penang€rnan dengan

prioritas sangat tinggi (unacceptable r.r.sk). Selanjutnya, kategori sedang

(kuning) dan rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi

dan diterima (acceptable ri.sk).

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

Tabel 2.1
Timeline Pengelolaan Risiko

Matrlk Risiko
Konsekuensi/Dampak

Tidak
Sisnilikan

Kurang
Sierrifikan Sedang Signifftan Sangat Signifikan

ff

'r
b/(-

(<

Sering Sedang Tinggi Tinggr

Moderat Sedang Sedang Tinggr Tinggt
Jarang Sedang Tinggi Tinggi
Sangat
Jarang Sedang Sedang Tinggi

I{o. Waktu Ta.hapaa
Uanqiemea
Pemda

Trhapaa
Pengelolaan
Rtd&o

Pelelsane Otrfrtut
Trhapaa
Pengelolaan
Ridto

1. Tahun
202r-2026

Proses
PenJrusunan
RPJMD
Tahun 2O21
-2026

Arahan dan
kebijakan
penilaian Risiko
5 tahunan
Penyusunan

- Komite
pengelolaan
Risiko

- Sekda selaku
Koordinator

Dokumen
Arahan dan
kebijakan
penilaian
Risiko 5

Tinggl Tinggi Sangat Tinggr Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Rendah Rendah

Rendah Rendah
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Jarang 2 Kemungkinan terjadi Kemungkinan terjadi sekali 
meskipun kecil dalam 5 - 1 0 tahun 
(probabilitas > 20% s.d 
40%) 

Sangat Jarang 1 Sangat jarang terjadi Kemungkinan terjadi sekali 
(probabilitas < 20%) dalam 10-20 tahun 

3. Skala Nilai Risiko 

Skor nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor 

dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk 

menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar 

pengambilan keputusan dapat diterima (acceptable) atau area tidak 

dapat diterima (unacceptable). 

Tabel 1.3 
Matriks Analisa Risiko 

Matrik Risiko] Tidak 

Sangat 
EISerin 

. g 

Sedang 
Sedang 

Tinggi 

Sedang Tinggi 

Konsekuensi/Dampak 

Kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area 

yang memiliki sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan 

prioritas sangat tinggi (unacceptable risk). Selanjutnya, kategori sedang 

(kuning) dan rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi 

dan diterima ( acceptable risk). 

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko 

Tabel 2.1 
Timeline Pengelolaan Risiko 

No. Waktu Tahapan Tahapan Pelaksana Output 
Manajemen Pengelolaan Tahapan 
Pemda Risiko Pengelolaan 

Risiko 
1. Tahun Proses - Arahan dan - Komite - Dokumen 

2021-2026 penyusunan kebijakan pengelolaan Arahan dan 
RPJMD penilaian Risiko Risiko kebijakan 
Tahun 2021 5 tahunan - Sekda selaku penilaian 
-2026 - Penyusunan Koordinator Risiko 5 
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Risiko Strategis
Pemda

penyelenggara
an pengelolaan
risiko

- UNIT PEMILIK
RISIKO Pemda
(Kepala
Daerah dan
Kepala
PERANGKAT
DAERAH/ SK
PERANGKAT
DAERAH)

Tatrunan
Daftar
Risiko dan
RENCANA
TINDAK
PENGENDA
LIAN
Strategis
Pemda

2. Tahun
202L-2026

Proses
penJrusunan
Renstra
PERANGKA
T DAERAH
Tahun 2O21

- 2026

Pen5rusunan Risiko
Strategis (Entitas)
PERANGKAT
DAERAH

- Komite
pengelolaan
Risiko

- Sekda selaku
Koordinator
penyelenggara
an pengelolaan
risiko

. UNIT PEMILIK
RISIKO
Tingkat Es. II
(Kepala
Daerah dan
Kepala
PERANGKAT
DAERAH/ SK
PERANGKAT
DAERAH}

Daftar Risiko
dan RENCANA
TINDAK
PENGENDALIA
N Strategis
(Entitas)
PERANGKAT
DAERAH

3. Januari -
Mei Tahun
20lx-1

Pen5rusunan
RK
PERANGKA
T DAERAH
dan Renja
PERANGKA
T DAERAH

Arahan dan
kebijakarr
penilaian Risiko
tahunan

Komite
Pengelolaan
Risiko

Dokumen
Arahan dan
kebijakan
penilaian
Risiko
tahunan

+. Agustus-
September
20lX-1

Pen5rusunan
RKA
PERANGKA
T DAERAH
(Penetapan
rencana
sasaran &
pagu
€urggafan
per
kesiatan)

Pen5rusunan Risiko
Operasional
PERANGKAT
DAERAH

- Kepala
PERANGKAT
DAERAH

- Unit Pemilik
Risiko Tinglat
Es III, IV
PERANGKAT
DAERAH

Daftar Risiko
dan RENCANA
TINDAK
PENGENDALIA
N Operasional
PERANGKAT
DAERAH

5. Oktober
Tahun
20lX-1

Pen5rusunan
RAPBD,
Perda APBD

-Pengomurrikasian
Risiko dan
RENCANA
TINDAK
PENGENDALIAN,

-Pen5rusunan atau
Revisi KSOP

-Pengomunikasian
perubahan KSOP

Kepala
PERANGKAT
DAERAH
'Komite
Pengelolaan
Risiko
UNIT PEMILIK
RISIKO
Tinglat
Pemda,
Tingkat Eselon
II, III, dan [V
'Sekda selaku
koordinator

-Perbaikan
RENCANA
TINDAK
PENGENDALI
AN

-KSOP
-Notulen
pengomunika
siarr

-Finalisasi
Daftar Risiko
dan
RENCANA
TINDAK
PENGENDALI
AN

6. November -
Desember
Tahun
20lX-1

Pen5rusunan
Rancangan
DPA
PERANGKA
T DAERAH,
dan
penetapan
DPA
PERANGKA
T DAERAH

7. Januari sd
Desember
Tahun 2O1X

Pelaksanaan
APBD

Pen5rusunan atau
Penyempurnaanr
KSOP (Tindak
lanjut RENCANA
TINDAK
PENGENDALIAN)

-Komite
Pengelolaan
Risiko

-UNIT PEMILIK
RISIKO
Tinckat

KSOP

L
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Risiko Strategis penyelenggara Tahunan 
Pemda an pengelolaan - Daftar 

risiko Risiko dan 
- UNIT PEMILIK RENCANA 

RISIKO Pemda TINDAK 
(Kepala PENGENDA 
Daerahdan LIAN 
Kepala Strategi.s 
PERANGKAT Pemda 
DAERAH/ SK 
PERANGKAT 
DAERAH) 

2. Tahun Proses Penyusunan Risiko - Komite Daftar Risiko 
2021-2026 penyusunan Strategi.s (Entitas) pengelolaan dan RENCANA 

Renstra PERANGKAT Risiko TINDAK 
PERANGKA DAERAH - Sekda selaku PENG END ALIA 
TDAERAH Koordinator N Strategi.s 
Tahun 2021 penyelenggara (Entitas) 
- 2026 an pengelolaan PERANGKAT 

risiko DAERAH 
- UNIT PEMILIK 

RISIKO 
Tingkat Es. II 
(Kepala 
Daerah dan 
Kepala 
PERANGKAT 
DAERAH/ SK 
PERANGKAT 
DAERAH) 

3. Januari ­ Penyusunan Arahandan Komite Dokumen 
Mei Tahun RK kebijakan Pengelolaan Arahan dan 
201X-1 PERANGKA penilaian Risiko Risiko kebijakan 

TDAERAH tahunan penilaian 
dan Renja Risiko 
PERANGKA tahunan 
TDAERAH 

4. Agustus- Penyusunan Penyusunan Risiko - Kepala Daftar Risiko 
September RKA Operasional PERANGKAT dan RENCANA 
201X-1 PERANGKA PERANGKAT DAERAH TINDAK 

TDAERAH DAERAH - Unit Pemilik PENGENDALIA 
(Penetapan Risiko Tingkat N Operasional 
rencana Es III, IV PERANGKAT 
sasaran & PERANGKAT DAERAH 
pagu DAERAH 
anggaran 
per 
kegiatan) 

5. Oktober Penyusunan - Pengomunikasian - Kepala -Perbaikan 
Tahun RAPBD, Risiko dan PERANGKAT RENCANA 
201X-1 PerdaAPBD RENCANA DAERAH TINDAK 

6. November ­ Penyusunan TINDAK - Komite PENG END ALI 
Desember Rancangan PENGENDALIAN, Pengelolaan AN 
Tahun DPA - Penyusunan atau Risiko -KSOP 
201X-1 PERANGKA Revisi KSOP - UNIT PEMILIK -Notulen 

T DAERAH, - Pengomunikasian RISIKO pengomunika 
dan perubahan KSOP Tingkat sian 
penetapan Pemda, -Finalisasi 
DPA Tingkat Eselon Daftar Risiko 
PERANGKA II, III, dan IV dan 
TDAERAH -Sekda selaku RENCANA 

koordinator TINDAK 
PENGENDALI 
AN 

7. Januari sd Pelaksanaan Penyusunan atau -Komite KSOP 
Desember APBD penyempurnaan Pengelolaan 
Tahun 201X KSOP (Tindak Risiko 

lanjut RENCANA - UNIT PEMILIK 
TINDAK RISIKO 
PENGENDALIAN) Tingkat 
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Pemda,
Tingkat Eselon
II, III. dan IV

Pelaksanaan KSOP 'Komite
Pengelol,aan
Risiko
Kepala
PERANGKAT
DAERAH
Pelaksana
Progra:n dan
kesiatan

Bukti
pelaksanaan
KSOP

Berkala Pelaporan dan
monitoring Risiko
dan KSOP

.UNITPEMILIK
RISIKO
Tingfuat
Pemda,
Tingkat Eselon
II, Tingkat
Eselon III dan
ry

-Unit
Kepatuhan

-Sekda selaku
koordinator

-Form
Monitoring
Risiko

-Form
Monitoring TL
RENCANA
TINDAK
PENGENDALI
AN

Pemantauan
kinerja, Risiko,
dan efektifitas
KSOPyang
dibansun

Unit Kepatuhan
Pengelolaan
Risiko

-Notulen rapat
-Laporan
pemantauan
(tahunan, 5
tahunan)

Juni-Juli
Tahun 2O1X

Penyusunan
KUA PPAS
(Penetapan
sasaran
makro dan
paSu
anggaran
Pemda)

Reviu dan
pemutakhiran
Risiko Strategis
Pemda.

. UNIT PEMILIK
RISIKO Pemda
(Kepala
Daerah dan
Kepala
PERANGKAT
DAERAH/SKP
PERANGKAT
DAERAH

- Sekda selaku
Koordinator

Daftar Risiko
dan RENCANA
TINDAK
PENGENDALIA
N S.trategis
Pemdayang
dimutakhirkan

8. Agustus-
September
20rx

PenSrusunan
RKA
PERANGKA
T DAERAH
(Penetapan
rencana
sasaran &
PaSu
anggafan
per
kegiatan)

Reviu dan
pemutakhiran
Risiko Strategis
(Entitas)
PERANGKAT
DAERAH

Kepala Daerah
Sekda selaku
Koordinator
Unit Pemilik
Risiko Tingkat
Es. II (Kepala
PERANGKAT
DAERAH/SKPE
RANGKAT
DAERAH dan
Kabag/Kabid
PERANGKAT
DAERAH)

Daftar Risiko
dan RENCANA
TINDAK
PENGENDALIA
N Strategis
(Entitas)
PERANGKAT
DAERAH

Januari -
Februari
Tahun
20lX+1

Pelaporan
Keuangan

Pelaporan
Pengelolaan Risiko
Tahun 2O2X

- Kepala Daerah
- Kepala

PERANGKAT
DAERAH

- UNIT PEMILIK
RISIKO
Tingkat
Pemda,
Tingkat
Eselon II,
Eselon III dan
IV - Unit
Kepatuhan

- Sekda selaku
koordinator

Laporan
Pengelolaan
Risiko Tahun
202X
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Pemda, 
Tingkat Eselon 
II, III, dan IV 

Pelaksanaan KSOP -Komite Bukti 
Pengelolaan pelaksanaan 
Risiko KSOP 

-Kepala 
PERANGKAT 
DAERAH 

- Pelaksana 
Program dan 
kegiatan 

Berkala Pelaporan dan - UNIT PEMILIK - Form 
monitoringRisiko RISIKO Monitoring 
danKSOP Tingkat Risiko 

Pemda, -Form 
Tingkat Eselon Monitoring TL 
II, Tingkat RENCANA 
Eselon III dan TINDA.K 
IV PENGENDALI 

- Unit AN 
Kepatuhan 

- Sekda selaku 
koordinator 

Pemantauan Unit Kepatuhan - Notulen rapat 
kinerja, Risiko, Pengelolaan -Laporan 
dan efektifitas Risiko pemantauan 
KSOPyang (tahunan, 5 
dibangun tahunan) 

Juni-Juli Penyusunan Reviu dan - UNIT PEMILIK Daftar Risiko 
Tahun 201X KUAPPAS pemutakhiran RISIKO Pemda dan RENCANA 

(Penetapan Risiko Strategis (Kepala TINDA.K 
sasaran Pemda. Daerah dan PENG END ALIA 
makro dan Kepala N Strategis 
pagu PERANGKAT Pemdayang 
anggaran DAERAH/SKP dimutakhirkan 
Pemda) PERANGKAT 

DAERAH 
- Sekda selaku 

Koordinator 
8. Agustus­ Penyusunan Reviu dan - Kepala Daerah Daftar Risiko 

September RKA pemutakhiran - Sekda selaku danRENCANA 
201X PERANGKA Risiko Strategis Koordinator TINDA.K 

TDAERAH (Entitas) - Unit Pemilik PENG END ALIA 
(Penetapan PERANGKAT Risiko Tingkat N Strategis 
rencana DAERAH Es. II (Kepala (Entitas) 
sasaran & PERANGKAT PERANGKAT 
pagu DAERAH/SKPE DAERAH 
anggaran RANGKAT 
per DAERAH dan 
kegiatan) Kabag/Kabid 

PERANGKAT 
DAERAH) 

Januari ­ Pelaporan Pelaporan - Kepala Daerah Laporan 
Februari Keuangan Pengelolaan Risiko - Kepala Pengelolaan 
Tahun Tahun 202X PERANGKAT Risiko Tahun 
201X+1 DAERAH 202X 

- UNIT PEMILIK 
RISIKO 
Tingkat 
Pemda, 
Tingkat 
Eselon II, 
Eselon III dan 
IV - Unit 
Kepatuhan 

- Sekda selaku 
koordinator 
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Februari -
Maret
Tahun
20lX+1

Reviu APIP Evaluasi
pengelolaan Risiko
oleh APIP

Inspektorat
(APIP Daerah)

Laporan
Evaluasi
Pengelolaan
Risiko

Penilaian
Maturitas SPIP

- Kepala Daerah
- Kepala

PERANGKAT
DAERAH

- Inspektorat
(APIP)Daerah

Laporan
Penilaian
Maturitas SPIP

III. PENGEI,OLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Badung adalah

sebagai berikut :

Struktur 1

Struktur Pengelola Risiko

KOMITE
PENGELOLAAN

RISIKO
PENANGGUNG JAWAB

Bupati

o PENYELENGGARAAN

PENGELOLAAN RISIKO

o UNIT PEMILIK RISIKO TK. Eselon II
Unit Kepatuhan

PENANGGUNG

JAWAB

PENGAWASAN

UNIT PEMILIK

RISIKO TK.

ESELON II

Asisten Sekda/ Unit
yang ditunjuk

UNIT PEMILIK RISIKO
TK. PEMDA

Sekr. irbanUNIT

PEMILIK

RISIKO

ESELON

III DAN TV

UNIT

PEMILIK

zuSIKO

ESELON

II

---t

!

I
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Februari ­ Reviu APIP Evaluasi Inspektorat Laporan 
Maret pengelolaan Risiko (APIP Daerah) Evaluasi 
Tahun oleh APIP Pengelolaan 
201X+1 Risiko 

Penilaian - Kepala Daerah Laporan 
Maturitas SPIP - Kepala Penilaian 

PERANGKAT Maturitas SPIP 
DAERAH 

- Inspektorat 
(APIP) Daerah 

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 

A. Struktur Pengelolaan Risiko 

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Badung adalah 
sebagai berikut: 

Struktur 1 
Struktur Pengelola Risiko 

KOMITE 
PENGELOLAAN 

RISIKO 
-- ---- ---- --- - ---), PENANGGUNG JAW AB 

Bupati 
<(- - - -- -- -- -- - - - - UNIT PEMILIK RISIKO 

TK. PEMDA 

•PENYELENGGARAAN 

PENGELOLAAN RISIKO 

• UNIT PEMILIK RISIKO TK. Eselon II 
Unit Kepatuhan 

Asisten Sekda/ Unit 
yang ditunjuk 

Sekretaris Daerah 

L 

• PENANGGUNG 

JAWAB 

PENGAWASAN 

Inspek:tur Daerah 

.- -- � UNIT PEMILIK 
' 

RISIKO TK. 

ESELON II 

UNIT ' I I I ' ' ' PEMILIK f 
f 

' 
f Kepala Dinas RISIKO . Sekretariat Kepala Badan ----➔ , /Perangkat . DPRD Daerah TK . ESELON . Daerah . 
f 
f 

' II . 
' ' 

Bagian 
Umum 

Bagian 
Umum 
Setda 

't:fl±tu 
Kabag K b Seier. Kepala Seier. Camat I Sekr. irban I ; [pada Setda a ag Bidang UPTD Bidang , 

' ' ' ----;>t 
' . 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

UNIT 

PEMILIK 

RISIKO 

TK. ESELON 

III DAN IV 

' ' ' ' ,_ -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- -- ---- -- -- -- - - ---- ---- ---- ---- -- -- --- - -- ---- -- -- --- - -- - - -- ---- ------ -- -- -- -- -- ---- -- - - ---- -- - - ---- ---- -- -- - - - - ---- 
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Struktur pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab

Bupati Badung sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko
berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah.

2. Koordinatorpenyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengeloliaan

Risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan
Risiko di lingkungan pemerintah Daerah, yaitu;
a. Menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
b. Membuat dan mengarsipkan dokumen_dokumen pengelolaan

Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
c. Memfasilitasi proses penilaian Risiko;
d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit pemilik Risiko

Unit Pemilik Risiko (UpR) adalah sebagai berikur:
a. Unit Pemilik Risiko Tingkat pemerintah Kabuoaten:

1) Bupati Badung sebagai Ketua;

2) Kepala Badan perenc€rnaan pembangunan Daerah Kabupaten
Badung sebagai koordinator merangkap anggota;

3) Seluruh Kepala perangkat Daerah (Sekretaris Daerah,
Sekretaris DpRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala
Badan, Kepala UpTD dan Direktur RSUD sebagai anggota.

b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II:
1) Seluruh Kepala perangkat Daerah (Sekretaris Daerah,

Sekretaris DpRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala
Badan, Kepala UpTD dan Direktur RSUD selaku pemilik
Risiko tingkat perangkat Daerah sebagai ketua;

2) Sekretaris perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang
menangani perencanaan pada perangkat Daerah sebagai
koordinator teknis merangkap anggota;

3) Seluruh Kepala Bagian/Bidan g/Irban pada perangkat Daerah
yang bersangku tan sebagai anggota.

c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III:
1) Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan

sebagai ketua;
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Struktur pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut: 

1. Penanggungjawab 

Bupati Badung sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko 

berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko 

Pemerintah Daerah. 

2. Koordinator penyelenggaraan 
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan 

Risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan 

Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu; 

a. Menyusun jadwal/ agenda penilaian Risiko; 
b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan 

Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen; 

c. Memfasilitasi proses penilaian Risiko; 

d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan. 

3. Unit pemilik Risiko 

Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah sebagai berikut: 

a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Kabupaten: 

1) Bupati Badung sebagai Ketua; 

2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Badung sebagai koordinator merangkap anggota; 

3) Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, 

Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala 
Badan, Kepala UPTD dan Direktur RSUD sebagai anggota. 

b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II: 

1) Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, 

Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala 
Badan, Kepala UPTD dan Direktur RSUD selaku pemilik 
Risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai ketua; 

2) Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang 
menangani perencanaan pada Perangkat Daerah sebagai 
koordinator teknis merangkap anggota; 

3) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah 

yang bersangkutan sebagai anggota. 
c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III: 

1) Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan 
sebagai ketua; 
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2) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Stafyang

ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada

PERANGKAT DAERAH sebagai koordinator;

3) Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/

Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.

Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut

a. Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (risk assessmenl) atas

Risiko lingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta

melaksanakan pengendalian yang ada di unit keq'a masing-

masing;

b. Melaporkan peristiwa Risiko yang te{adi dalam pelaksanaan

kegiatan sehari- hari;

c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja

dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit ke{a
masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (earlg uarning

indinatofi dan sebagai database untuk memprediksi keteq'adian

Risiko di masa yang akan datang;

d. Menyusun hasil penilaian Risiko (n^sk assessment) untuk
dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;

e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang

pelaksanaan pengendalian Risiko;

f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan

pengendalian.

4. Komite pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten

Badung

Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari;

a. Bupati Badung sebagai ketua;

b. Kepala Bappeda Kabupaten Badung sebagai koordinator

merangkap anggota;

c, Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Komite Pengelolaan Risiko memiliki wewenang dan tugas sebagi

berikut:

a. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:

1) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerahl
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2) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang 

ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada 

PERANGKAT DAERAH sebagai koordinator; 

3) Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/ 

Bidang yang bersangkutan sebagai anggota. 

Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut 

a. Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (risk assessment) atas 

Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta 

melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing­ 

masing; 
b. Melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan 

kegiatan sehari-hari; 

c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja 
dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja 
masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning 

indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian 
Risiko di masa yang akan datang; 

d. Menyusun hasil penilaian Risiko (risk assessment) untuk 

dilaporkan kepada Unit Kepatuhan; 

e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang 
pelaksanaan pengendalian Risiko; 

f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan 
pengendalian. 

4. Komite pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten 
Badung 

Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari; 

a. Bupati Badung sebagai ketua; 

b. Kepala Bappeda Kabupaten Badung sebagai koordinator 
merangkap anggota; 

c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota. 
Komite Pengelolaan Risiko memiliki wewenang dan tugas sebagi 
berikut: 

a. Ketua memiliki tugas sebagai berikut: 

1) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah; 
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2) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria

Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;

3) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak

Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;

4) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan

Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi,

bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di
lingkungan Pemerintah Daerah.

b. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

l) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah;

2) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria

Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;

3) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,

supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan

Pemerintah Daerah;

4) membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan

Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

c. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

1) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

2) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori

Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Irvel Risiko,

dan Selera Risiko:

3) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan

Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi,

bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di

lingkungan Pemerintah Daerah.

Unit kepatuhan

Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau

pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di
lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu:

5.
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2) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko 

Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria 

Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; 
3) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak 

Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; 

4) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan 
Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, 
bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

b. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut: 

1) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah; 

2) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko 

Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria 

Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; 
3) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko 

Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, 
supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

4) membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan 
Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah. 

c. Anggota memiliki tugas sebagai berikut: 

1) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan 

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah; 

2) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan 
pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori 
Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, 

dan Selera Risiko; 

3) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan 
Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, 

bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

5. Unit kepatuhan 

Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau 

pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di 

lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu: 
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a. Memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;

b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko;

d. Membuat laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan

Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

6. Penanggu ngjawab pengawasan.

Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang

memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan

Risiko Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko
pada pemerintah daerah;

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatlan efektivitas
pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah:

c. Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap rancang bangun serta

implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilalukan oleh seluruh jajaran manajemen dan

segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dengan

tahapan sebagai berikut:

Alur 1.1
Proses Pengelolaan Risiko

:-------------1

Identifikasi Kelemahan
Lingkungan Pengendalian ( I )

"8

Kegiatan Pengendal ian (3)
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a. Memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian; 
b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; 
c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko; 
d. Membuat laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan 

Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah. 
6. Penanggungjawab pengawasan. 

Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang 
memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan 
Risiko Pemerintah Daerah, yaitu: 

a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko 
pada pemerintah daerah; 

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Instansi Pemerintah; 

c. Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap rancang bangun serta 

implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan. 

B. Proses Pengelolaan Risiko 

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan 

segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dengan 
tahapan sebagai berikut: 

Alur 1.1 
Proses Pengelolaan Risiko 

Identifikasi Kelemahan 
Lingkungan Pengendalian(1) .s----------­ 

' zmzzzzzzzzz 
' ' 

' z±he±EEEEEEE 

' ' ' 
Analisis Risiko 

Identifikasi Risiko 

1------------------ -------------------, Penilaian Risiko , 
' ' , " ---------i- Penetapan Kontek/Tujuan '{-·-====+­ 
' ' ' ' :::::=======+== 
' ' ' ' ' =========t== 
' 

Kegiatan Pengendalian (3) 

�------------------ ------------------- 
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Proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yaitu:

l. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui

reviu dokumen:

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control

Environtment Euafuation (CEE); dan

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/ Tujuan

1) Menetapkan konteks/ tujuan dan pemilihan tujuan urusan
wajib/ pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko;

2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/ pilihan;

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan
Risiko;

b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
b. Identifikasi Risiko

. c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
2) Memvalidasi Risiko;

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan:

4) Menyusun Rencana Tindak pengendalian (RTp)

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan
lingkungan pengendalian ;

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam
rangka mengatasi Risiko;

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTp:

dan

e) Menyusun ra_ncangan monitoring dan evaluasi Risiko dan
RTP.

3. Kegiatan Pengendalian
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urusan pengendalian 

Proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yaitu: 
1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; 
b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui 

reviu dokumen; 

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control 

Environtment Evaluation (CEE); dan 

d. Simpulan kelemahan lingkungan 
wajib / pilihan. 

2. Penilaian Risiko 

a. Penetapan Konteks/ Tujuan 

1) Menetapkan konteks/ tujuan dan pemilihan tujuan urusan 

wajib/ pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko; 
2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/ pilihan; 

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan 
Risiko; 

b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima. 
b. Identifikasi Risiko 

c. Analisis Risiko 

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko; 
2) Memvalidasi Risiko; 

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang 
dibutuhkan; 

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 
a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan 

lingkungan pengendalian; 

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam 
rangka mengatasi Risiko; 

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian; 
d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; 

dan 

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan 
RTP. 

3. Kegiatan Pengendalian 
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a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau

penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari
RTP;

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian yang

dibangun.

Pemantauan

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;

b. Pemantauan kejadian Risiko.

C. Tahapan Pengelolaan Risiko

l. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Tujuannya adalah penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian
pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah Kabupaten
Badung.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan
wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Persiapan Penilaian

1) Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan
pengendalian urusam wajib/pilihan pemerintah daerah dapar
berupa:

a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang
bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan
audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;

b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan
wajib / pilihan oleh Inspektorat Daerah;

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan
waj ib/ pilihan Pemerintah Daerah ;

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/ pilihan
Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media
massa, intemet, hasil penelitian, dan sumber_sumber lain
yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survey lingkungan pengendalian

dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.

4.

5.

- I 3­ 

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau 

penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari 
RTP; 

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 

4. Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian yang 
dibangun. 

5. Pemantauan 

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian; 
b. Pemantauan kejadian Risiko. 

lingkungan menilai untuk 

C. Tahapan Pengelolaan Risiko 

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Tujuannya adalah penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian 
pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Kabupaten 
Badung. 

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan 

wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Persiapan Penilaian 

1) Persiapan Data; 

Data yang digunakan 

pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat 
berupa: 

a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang 
bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan 
audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait; 

urusan b) Hasil reviu/ evaluasi atas penyelenggaraan 
wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah; 

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan 
wajib/pilihan Pemerintah Daerah; 

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/ pilihan 
Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media 

massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain 
yang relevan. 

2) Penyusunan lembar kuesioner survey lingkungan pengendalian 
dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner. 
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b. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu

Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-

permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian

kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang

dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi

pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan

Pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei

tersebut dapat menggunakan metode Control Enuironment

Eualuation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas

pengendalian /Control Sef Assessment (CSA) yang diaplikasikan

pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam

atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarilikasi kepada

beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/

pilihan yang dilakukan penilaian.

Format Lingkungan Pengendalian intern disajikan dalam

Lampiran 3 Form 1.a.

d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,

'selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada

Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja

sebagaimana disqjikan dalam lampiran 5 FormI.c.

Penilaian Risiko

Langkah-langkah dalam penilaian Risiko yaitu:

a. Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan

dilakukan Penilaian Risiko

Tahap pertama pelaksanaan Penilaian Risiko adalah menetapkan
*konteks/tujuan'. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan

pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas)

Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang

selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya.
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b. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu 

Dokumen. 

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah 

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan­ 

permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian 

kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang 

dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. 

c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE 

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi 

pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan 

Pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei 

tersebut dapat menggunakan metode Control Environment 
Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas 

pengendalian/ Control Self Assessment (CSA) yang diaplikasikan 

pada Lingkungan Pengendalian. 

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam 

atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada 

beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/ 

pilihan yang dilakukan penilaian. 

Format Lingkungan Pengendalian intern disajikan dalam 

Lampiran 3 Form l .a. 

d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian 

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, 

selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada 

Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja 

sebagaimana disajikan dalam lampiran 5 Form l .c. 

2. Penilaian Risiko 
Langkah-langkah dalam penilaian Risiko yaitu: 

a. Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan 

dilakukan Penilaian Risiko 

Tahap pertama pelaksanaan Penilaian Risiko adalah menetapkan 

"konteks/tujuan. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan 

pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) 

Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang 

selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya. 



-t5-

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tuluan adalah untuk
memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/program/Kegiatan dan
indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran pada tahap
ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/program/Ke$atan,
indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas
Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan
dan disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan perangkat Daerah.
Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko
didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut
merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki
banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan
mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan tujuan yang
mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang
tercantum dalam RPJMN. penilaian Risiko dan pengendarian atas
tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.
Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan
sebagai berikut:

l) Penetapan Tujuan Strategis pemerintah Daerah
Penetapan tujuan strategis pemerintah Daerah pada dasarnya
dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam
RPJMD dan atau RKA perangkat Daerah. Namun demikian,
dalam penetapan konteks strategis pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan
mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi
Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya. penetapan

tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/
FGD da:r selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen penetapan
konteks/ tujuan strategis pemerintah daerah'.
Format penetapan tujuan strategis pemerintah Daerah disajikan
dalam l,ampiran 3 Form 2a.

2) Penetapan tujuan Strategis Perangkat Daerah (entitas)

Penetapan tduan strategis perangkat Daerah (entitas) dilakukan
oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan.
Format penetapan tujuan strategis perangkat Daerah disajikan
dalam I^ampiran 3 Form 2b.
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Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk 

memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan 
indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran pada tahap 
ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan, 
indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas 

Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan 

dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah. 

Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan Penilaian Risiko 

didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut 

merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki 

banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan 

mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan tujuan yang 

mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang 
tercantum dalam RPJMN. Penilaian Risiko dan pengendalian atas 

tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan. 

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan 

sebagai berikut: 
1) Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah 

Penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah pada dasarnya 

dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam 

RPJMD dan atau RKA Perangkat Daerah. Namun demikian, 

dalam penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan 

mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi 

Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan 

tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/ 

FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen penetapan 

konteks/tujuan strategis pemerintah daerah. 
Format penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan 

dalam Lampiran 3 Form 2a. 

2) Penetapan tujuan Strategis Perangkat Daerah (entitas) 
Penetapan tujuan strategis Perangkat Daerah (entitas) dilakukan 

oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan. 

Format penetapan tujuan strategis Perangkat Daerah disajikan 

dalam Lampiran 3 Form 2b. 
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LangkahJangkah penetapan tduan strategis Perangkat Daerah

(entitas) untuk setiap urusan adaLah sebagai berikut:

a) Dokumen yang digunakan adalah Renstra Perangkat Daerah

dan atau Renja Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;

b) Identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator

Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusai

wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian

tuj uan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan

konteks strategis Pemda;

c) Menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis Perangkat

Daerah (entitas) yang akan dilakukan Penilaian Risiko.

Sasaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko bisa seluruh

"16u 
5sbagran sasaran sesuai kebutuhan;

d) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah

dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai

urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/ konteks operasional

Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis

Perangkat Daerah.

Format penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah

disajikan dalam Lampiran 3 Form 2c.

L,angkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat

Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

a) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat

Daerah, serta data terkait lainnya;

b) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait

dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih

sebelumnya;

c) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang

akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan

dilakukan penilaian Risiko dilakukan untuk seluruh kegiatan

utama. Namun, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian

program/ kegiatan / sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala

daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
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Langkah-langkah penetapan tujuan strategis Perangkat Daerah 

(entitas) untuk setiap urusan adalah sebagai berikut: 

a) Dokumen yang digunakan adalah Renstra Perangkat Daerah 

dan atau Renja Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya; 

b) Identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator 

Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan 

wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian 

tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan 

konteks strategis Pemda; 

c) Menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis Perangkat 

Daerah (entitas) yang akan dilakukan Penilaian Risiko. 

Sasaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko bisa seluruh 

atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; 

d) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b. 

3) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah 

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah 

dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai 

urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/ konteks operasional 

Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis 

Perangkat Daerah. 

Format penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah 

disajikan dalam Lampiran 3 Fann 2c. 

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat 

Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut: 

a) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat 

Daerah, serta data terkait lainnya; 

b) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait 

dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih 

sebelumnya; 

c) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang 

akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan 

dilakukan penilaian Risiko dilakukan untuk seluruh kegiatan 

utama. Namun, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian 

program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala 

daerah atau pertimbangan profesional lainnya; 
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d) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.

b. Menyiapkan penilaian Risiko

l) Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian

tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko
yang diidentilikasi merupak{rn kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentilikasi melalui peristiwa
yang sudah pernah teq'adi atau peristiwa yang diperkirakan akan
te4'adi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko,
juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik
Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko

apakah dapat dikendalikan (antrollablel atau tidak dapat

dikendalikan (unantrollablel oleh pemilik Risiko, dampak Risiko,

serta penerima dampak Risiko.

Penulisan Kode Risiko sebagai berikut:

tr6-F'I'T-I. T01l

Penjelasan:

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah

20 = Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2020

Ol = Kode urusan

Ol = Kode Perangkat Daerah

01 = Nomor urut Risiko

Pengkodean Risiko disajikan dalam l,ampiran 4.

Teknik identifikasi Risiko dengan menggunakan CSA/FGD.

Peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis

pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Kepala Perangkat

Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko strategis

(entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan

Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat
operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah

Kabag/Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/Ihsi. Dalam

,-- 
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d) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c. 

b. Menyiapkan penilaian Risiko 
1) Identifikasi Risiko 

Dalarn tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancarn pencapaian 
tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko 
yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancarn 
pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa 
yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan 

terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, 
juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik 
Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko 

apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat 
dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik Risiko, darnpak Risiko, 
serta penerima darnpak Risiko. 

Penulisan Kode Risiko sebagai berikut: 

[Rs0 72 Toi Toi Toi 

Penjelasan: 

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah 

20 = Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2020 

01 = Kode urusan 

01 = Kode Perangkat Daerah 

01 = Nomor urut Risiko 

Pengkodean Risiko disajikan dalarn Lampiran 4. 

Teknik identifikasi Risiko dengan menggunakan CSA/FGD. 
Peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis 
pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Kepala Perangkat 
Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko strategis 
(entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan 

Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat 
operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah 

Kabag/Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasi. Dalarn 
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CSA/ FGD, juga melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas

untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/ FGD.

l"angkal-langkah identifikasi Risiko yaitu

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko strategis pemerintah daerah dilakukan

untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat

mengancErm pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Risiko strategis Pemerintah Daerah merupakan:

(1) Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang

menjadi tanggung jawab Kepala Daerah;

(2) pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala

Daerah, atau hanva bisa dilakukan oleh;

(3) kondisi yang memerlukan Kepala Daerah pengendalian di

tingkat pemerintah daerah untuk memastikan / membantu

pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
(4) berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan strategis

Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian

tujuan strategis Pemerintah Daerah;

(5) melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan
strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan

pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah

yang memerlukan penanganan / tindakan oleh kepala
Daerah:

(6) Risiko yErng menurut Kepala Daerah merupakan Risiko
yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian

oleh Kepala Daerah;

(7) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi
Kepala Daerah.

Format identifikasi Risiko strategis pemerintah daerah sesuai

dengan lampiran 3 (Form 3a).

b) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identilikasi Risiko strategis (entitas) perangkat Daerah

dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) perangkat

Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemerintah
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CSA/ FGD, juga melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas 

untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/ FGD. 

Langkah-langkah identifikasi Risiko yaitu 

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Identifikasi Risiko strategis pemerintah daerah dilakukan 

untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat 
mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah. 

Risiko strategis Pemerintah Daerah merupakan: 

(1) Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang 
menjadi tanggungjawab Kepala Daerah; 

(2) pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala 
Daerah, atau hanya bisa dilakukan oleh; 

(3) kondisi yang memerlukan Kepala Daerah pengendalian di 

tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu 
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait; 

(4) berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan strategis 
Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian 
tujuan strategis Pemerintah Daerah; 

(5) melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan 
strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan 
pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah 

yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala 
Daerah; 

(6) Risiko yang menurut Kepala Daerah merupakan Risiko 
- yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian 

oleh Kepala Daerah; 

(7) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi 
Kepala Daerah. 

Format identifikasi Risiko strategis pemerintah daerah sesuai 
dengan Lampiran 3 (Form 3a). 

b) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah 

dilakukan untuk rnengidentifikasi kejadian yang dapat 
mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat 
Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah 
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Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis

Pemerintah Daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko
strategis Perangkat Daerah:

(1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko
yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi

tanggungjawab kepala Perangkat Daerah (kebijakan kepala
Perangkat Daerah/Sop Perangkat Daerah, monitoring
kepala Perangkat Daerah dan sebagainya. Dimana
pengendalian yang nantinya dirancang merupakan

tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala perangkat

Daerah;

(2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi

kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat
Perangkat Daerah (Kebijakan kepala perangkat

Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala
Perangkat Daerah d11) untuk memastikan /membantu
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.

(3) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa fal<tor-

faktor di luar pencapaian tujuan operasional perangkat

Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tuJuan
strategis Perangkat Daerah.

(4) Perlu melibatkan Kabid / pegawai yang terkait dengan
tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk
menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/
operasional Perangkat Daerah yang memerlukan
penanganan/ tindakan oleh kepala perangkat Daerah.

(5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko
yang menumt kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko
yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian

oleh kepala Perangkat Daerah.

(6) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi
Formulir Identilikasi Risiko Strategis perangkat Daerah
disajikan dalam L^ampiran 3 Form3b.
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Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis 

Pemerintah Daerah. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko 

strategis Perangkat Daerah: 

( 1) Risiko strategis Perangkat Dae rah dapat beru pa Risiko 

yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi 

tanggungjawab kepala Perangkat Daerah (kebijakan kepala 

Perangkat Daerah/Sop Perangkat Daerah, monitoring 

kepala Perangkat Daerah dan sebagainya. Dimana 

pengendalian yang nantinya dirancang merupakan 

tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat 
Daerah; 

(2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi 

kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat 
Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat 
Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala 

Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu 
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait. 

(3) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor­ 

faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat 
Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan 
strategis Perangkat Daerah. 

(4) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan 
tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk 

menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/ 
operasional Perangkat Daerah yang memerlukan 

penanganan/ tindakan oleh kepala Perangkat Daerah. 

(5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko 
yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko 

yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian 
oleh kepala Perangkat Daerah. 

(6) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi 

Formulir Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah 

disajikan dalam Lampiran 3 Form 3b. 
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c) Risiko operasional

Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat

mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah.

Formulir Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

disajikan dalam Lampiran 3 Form 3c.

Analisis Risiko

a) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko

I^angkah-langkah analisa yaitu

(1) Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing-

masing peserta diminta memberikan skor terhadap

dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang

disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas.

Penentuan skala dampak dan kemungkinan sesuai dengan

Tabel 1.1 dan 1.2;

(21 nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta

dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk

mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan

Risiko.

(3) hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan

tersebut diperoleh "Matriks Analisis Risiko"

b) Memvalidasi Risiko

Hasil analisis Risiko tingkat strategis pemerintah daerah

selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah,

sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan

operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada

Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan

Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani.

Prioritas penanganan Risiko sesuai dengan area pada "Matriks

analisis Risiko'sesuai dengan Tabel 1.3.

Atas Risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani, dibangun

pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya

Risiko (preuentif , menurunkan dampak dari Risiko yang

muncul (mttigatifi , atau keduanya.

Bentuk daftar Risiko prioritas sesuai dengan Lampiran 3 form
5.
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c) Risiko operasional 

Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk 

mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat 
mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. 

Formulir Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah 

disajikan dalam Lampiran 3 Form 3c. 

2) Analisis Risiko 

a) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko 

Langkah-langkah analisa yaitu 

(1) Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing­ 

masing peserta diminta memberikan skor terhadap 

dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang 

disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. 

Penentuan skala dampak dan kemungkinan sesuai dengan 

Tabel 1.1 dan 1.2; 

(2) nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta 

dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk 

mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan 

Risiko. 

(3) hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan 

tersebut diperoleh "Matriks Analisis Risiko" 

b) Memvalidasi Risiko 

Hasil analisis Risiko tingkat strategis pemerintah daerah 

selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, 

sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan 

operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada 

Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan 

Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. 

Prioritas penanganan Risiko sesuai dengan area pada "Matriks 

analisis Risiko" sesuai dengan Tabel 1.3. 

Atas Risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani, dibangun 

pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya 

Risiko (preventif], menurunkan dampak dari Risiko yang 

muncul (mitigatif] , atau keduanya. 
Bentuk daftar Risiko prioritas sesuai dengan Lampiran 3form 

5. 
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c) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup

penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi

pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang

diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut

selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatalan

tidak efektif antara lain jika:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah

dilakukan, nannun belum mampu menangani Risiko yang

teridentifikasi;

(2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yangjelas;

Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan

peraturan di atasnya.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada disajikan dalam

Lampiran 3 Form 6.

d) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang al<an dibuat untuk
membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi

kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi

Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah keg'a penyusuna RTP sebagai berikut:

(1) Merumuskan Tindakan untuk mengatasi kelemahan

Lingkungan Pengendalian berdasarkan kelemahan

lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat
RTP Iingkungan pengendalian.

(2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan

pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko.

Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang

Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab,

dan Target Waktu Penyelesa:ian.

(3)

(4)
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c) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup 
penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi 
pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang 

sudah pengendalian 

diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut 

selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan 
tidak efektif antara lain jika: 

(1) Kebijakan dan Prosedur 

dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang 
teridentifikasi; 

(2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan; 

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yangjelas; 

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan 
peraturan di atasnya. 

Penilaian terhadap pengendalian yang ada disajikan dalam 
Larnpiran 3 Form 6. 

d) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian 

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk 

membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi 
kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi 
Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. 

Langkah kerja penyusuna RTP sebagai berikut: 

(1) Merumuskan Tindakan untuk mengatasi kelemahan 
Lingkungan Pengendalian berdasarkan kelemahan 

lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat 
RTP lingkungan pengendalian. 

(2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 

dalam Rangka Mengatasi Risiko 

RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan 

pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. 
Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang 
Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, 
dan Target Waktu Penyelesaian. 
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Formulir kegiatan pengendalian atas Risiko prioritas dan

RTP-nya disqiikan dalam Lampiran 3 Form7.
(3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua
Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak
perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak
perbaikan kegiatan pengendalian.

(4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTp

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan

rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan
agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian

mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian

sesuai yang diinginkan.

Format rancangan pengkomunikasian pengendalian yang

dibangun sesuai dengan l^ampiran 3 form 8.

(5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan
RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme
pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan

bahwa Risiko dapat dipantau keteq'adiannya dan
pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan

beqjalan efektif.

Format Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan
RTP sesuai dengan Lampiran 3 form 9.

Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan
dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada,

langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan

Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa
kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunzrn atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari
RTP;
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Formulir kegiatan pengendalian atas Risiko prioritas dan 

RTP-nya disajikan dalam Lampiran 3 Form 7. 

(3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian 
Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua 

Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak 

perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak 
perbaikan kegiatan pengendalian. 

(4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP 

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan 
rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan 

agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian 
mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian 
sesuai yang diinginkan. 

Format rancangan pengkomunikasian pengendalian yang 
dibangun sesuai dengan Lampiran 3 form 8. 

(5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan 
RTP 

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme 

pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan 

bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan 
pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan 
berjalan efektif. 

Format Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan 
RTP sesuai dengan Lampiran 3 form 9. 

3. Kegiatan Pengendalian 

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan 

dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, 
langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan 
Rencana Tindak Pengendalian. 

lmplementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa 
kegiatan sebagai berikut: 

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau 

penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari 
RTP; 
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Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko.

Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan
prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan
dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

1) Mengumpulkan data-data berupa RTp final, peraturan
perundang- undangan, kebiiakan pengendalian, dan prosedur

operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur
pengendalian yang akan dibangun;

2) unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang

sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat
membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian
serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencana€rn

apabila diperlukan;

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;

4l Melakukan uji coba penerapan pengendalian;

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian
berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;

6) Menetapkan penerapa.n infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat,
instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan
prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus
ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak
terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan disetujui,
dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada,
dilakukan mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada
pihak-pihak terkait misalnya Kepala perangkat Daerah, Bagran
Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Bentuk
pengkomunikasian bisa berupa Surat Edaran/Sosialisasi / worlcshop/
diseminasi/upload kebijakan dalam situs resmi/ bentuk lainnya.
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Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. 

Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan 

prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan 

dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi; 

1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan 

perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur 

operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur 

pengendalian yang akan dibangun; 

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang 

sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat 

membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian 
serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan 

apabila diperlukan; 

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian; 

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian; 

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian 

berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; 

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian. 

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, 

instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan 
prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus 

ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak 
terkait lainnya. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan disetujui, 
dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, 

dilakukan mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada 
pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian 
Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Bentuk 

pengkomunikasian bisa berupa Surat Edaran/Sosialisasi/workshop/ 
diseminasi/upload kebijakan dalam situs resmi/ bentuk lainnya. 



Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan

pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan

rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (l"ampiran 3 form 8).

Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi

pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah

Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis

pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2

untuk pengomunikasian RTP atas Risiko strategis (entitas) Perangkat

Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara be{enjang mulai dari

kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon I atau Eselon

II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala

Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang

lingkup dan kewenangannya. Pelalsanaan pemantauan pengelolaan

Risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah didelegasikan kepada

Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau

pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko.

'I\uan pemantauan yaitu:

a. Untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah

dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan

lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan

kegiatan pengendalian ;

b. untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah

dilaksanakan dan berl'alan secara efektif.

Unit pemilik Risiko, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun

Perangkat Daerah, melakukan pendokumentasian kete{adian Risiko

yang telah diidentifikasi berupa catatan mengenai kapan Risiko te{adi

(risk euen! dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan

tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas

pengendalian yang telah dilaksanakan.

Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan

Risiko, melakukan evaluasi dan atau pemantauan pengelolaan Risiko

dalam bentuk evaluasi ternisah.
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Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan 
pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan 

rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (Lampiran 3 form 8). 
Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi 

pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah 

Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis 

pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 

untuk pengomunikasian RTP atas Risiko strategis (entitas) Perangkat 

Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah. 

5. Pemantauan 

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari 

kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon I atau Eselon 

II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala 

Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang 

lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan 

Risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah didelegasikan kepada 
Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau 

pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko. 

Tujuan pemantauan yaitu: 

a. Untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan 

lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan 

kegiatan pengendalian; 

b. untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah 

dilaksanakan dan berjalan secara efektif. 

Unit pemilik Risiko, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun 

Perangkat Daerah, melakukan pendokumentasian keterjadian Risiko 

yang telah diidentifikasi berupa catatan mengenai kapan Risiko terjadi 

(risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas 

pengendalian yang telah dilaksanakan. 

Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan 

Risiko, melakukan evaluasi dan atau pemantauan pengelolaan Risiko 

dalam bentuk evaluasi terpisah. 
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Pencatatan fremantauan dam pencatatan keteg'adian Risiko sesuai
dengan lampiran 3 Form lO.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabititas pengelolaan Risiko, pemerintah

Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa
Laporan Pelaksanaan Penilaifir Risiko dan laporan berkala pengelolaan

Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis
Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) perangkat

Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko Operasional
perlu disusun laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan pelaksanaan

Penilaian Risiko atau laporan Pelaksanaan penilaian Risiko. laporan
pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan
kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan
Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil
Penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah dibicarakan dengan

KepaLa Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil
penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat
operasional Perangkat Daerah dibicarakan dengan Kepala perangkat

Daerah dan pihak yang terkait.

Bentuk laporan sesuai dengan Lampiran 5a.

B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara tahunan. pelaporan untuk
tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit pemilik

Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat

Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh
Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2. Laporan berkala tersebut dibuat oleh

Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada
Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Intemal.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Ke4'a, meliputi RTP tingkat operasional sesuai

dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerl'a Triwulanan;

t-
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Pencatatan pemantauan dam pencatatan keterjadian Risiko sesuai 
dengan lampiran 3 Form 10. 

IV. PELAPORAN 

Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah 

Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa 
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan berkala Pengelolaan 
Risiko Pemerintah Daerah. 

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko 

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis 
Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat 
Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Penilaian Risiko Operasional 
perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan 

Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan 
pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan 
kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan 

Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil 

Penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah dibicarakan dengan 
Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil 

penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat 
operasional Perangkat Daerah dibicarakan dengan Kepala Perangkat 
Daerah dan pihak yang terkait. 

Bentuk laporan sesuai dengan Lampiran Sa. 

B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko 

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara tahunan. Pelaporan untuk 
tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik 

Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat 
Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh 
Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2. Laporan berkala tersebut dibuat oleh 

Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada 
Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. 

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut: 

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi RTP tingkat operasional sesuai 

dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; 
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a. laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan

yang ditangani oleh setiap Unit Ke{a Tahunan.

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat

DaeraH dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh

setiap Perangkat Daerah Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat

Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan

yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.

3. l,aporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:

a. l,aporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah

Daerah Triwulanan;

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintatr

Daerah Tahunan.

c. la.poran berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko

disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat

Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Bentuk laporan disajikan

dalam la.mpiran 5b dan 5c.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh unit kepatuhan

internal I-aporan berkala tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan

Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Intemal yang disampaikan kepada

Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Bentuk laporan disajikan dalam l,ampiran 5d.
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a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan 

yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan. 

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi: 
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat 

DaeraH dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh 

setiap Perangkat Daerah Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat 

Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan 
yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan. 

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi: 
a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah 

Daerah Triwulanan; 

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah 
Daerah Tahunan. 

c. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko 

disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat 

Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Bentuk laporan disajikan 
dalam Lampiran 5b dan 5c. 

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh unit kepatuhan 
internal Laporan berkala tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan 
Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada 
Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. 
Bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 5d. 



B. ARAIIAI| DAN KEBIJAKAIT PENILAIAN RISIKO 5 TAHUNAI{

B.

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

SURAT EDARAN BUPATI BADUNG

Nomor: SE-.../..
Tanggal:

TENTANG

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PEMLAIAN RISIKO

Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Bupati

Badung Nomor .... tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk

atau ditetapkan :

a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

pengelolaan risiko pemerintah daerah;

b. Bupati sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah,

Pejabat Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon lI, dan Pejabat

Eselon III dan IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan IV;

c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah;

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemerintah Daerah,

Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat

Daerah.

2. Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan atas

tujuan strategis Pemerintah Daerah sebageimsna tercantum dalam

RPJMD tahun.....s/d....,, dan diprioritaskan atas urusan sebagai

berikut :

A.

B. ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO 5 TAHUNAN 

BUPATI BADUNG 
PROVINS! BALI 

SURAT EDARAN BUPATI BADUNG 

Nomor: SE- / .. 
Tanggal: . 

TENTANG 

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO 

A. Umum 

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Bupati 
Badung Nomor .... tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 

2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk 

atau ditetapkan : 
a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 

pengelolaan risiko pemerintah daerah; 

b. Bupati sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah, 

Pejabat Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II, dan Pejabat 

Eselon III dan IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan IV; 

c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah; 

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan 
e. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan. 

B. Penilaian Risiko 
1. Penilaian risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemerintah Daerah, 

Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat 

Daerah. 
2. Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan atas 

tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam 

RPJMD tah u n ..... s / d...... dan diprioritaskan atas urusan sebagai 

berikut: 



3.

A

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar;

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar;

c. Urusan Pilihan; dan

d. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang.

Penilaian risiko strategis Pemerintah dilakukan secara CSA/FGD
oleh Eselon II selaku koordinator dan pendukung sebagaimana
tercantum dalam La.mpiran 1.

Penilaian risiko strategis Perangkat Daerah harus dilakukan oleh
masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan strategis perangkat

Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra perangkat Daerah
dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada
masing-masing Perangkat Daerah.

Penilaian risiko strategis Perangkat Daerah selambatlambatnya telah
dilakukan 1 (satu) bulan setelah Renstra perangkat Daerah disusun.
Penilaian risiko operasional perangkat Daerah dilakukan setiap
tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing perangkat

Daerah atas tujuan operasional perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam RKA Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan
urusan yang didelegasikan kepada masing-masing perangkat Daerah.
Penilaian risiko operasional perangkat Daerah selambat-lambatnya
telah diselesaikan 2 (dua) minggu setelah RKA perangkat Daerah
disusun.

5.

6.
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a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar; 

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar; 

c. Urusan Pilihan; dan 
d. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang. 

3. Penilaian risiko strategis Pemerintah dilakukan secara CSA/FGD 
oleh Eselon II selaku koordinator dan pendukung sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran 1. 

4. Penilaian risiko strategis Perangkat Daerah harus dilakukan oleh 
masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan strategis Perangkat 

Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah 
dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada 
masing-masing Perangkat Daerah. 

5. Penilaian risiko strategis Perangkat Daerah selambat-lambatnya telah 
dilakukan 1 (satu) bulan setelah Renstra Perangkat Daerah disusun. 

6. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah dilakukan setiap 
tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat 
Daerah atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana 
tercantum dalam RKA Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan 
urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah. 

7. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah selambat-lambatnya 
telah diselesaikan 2 (dua) minggu setelah RKA Perangkat Daerah 
disusun. 
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Daftar PERANGKAT DAERAH dan Urusan
Wqiib/ Pilihan yang Ditangani

No Urusan Peranglat Daerah Terkatt Keterangan

1 Urusan Wajib Pelayanan
Dasar

Dlrres Pgadl{rtan, Kepemudaan
dan OlaL Raga PD Koordinato,r

Dinas Kesehatan PD Pendukuns
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang PD Pendukung

Satuan Polisi Pamong Praja PD Pendukuns
Dinas Sosial PD Pendukung
RSUD PD Pendukuns
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah PD Pendukung

Dinas Kebakaran dan Penyelamatan PD Pendukung
Dinas Perumahan rakyat dan
Kawasan Pemukiman PD Pendukung

2. Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar

Dhas Pertndurtrlan dan Tenaga
KcrJa PD Xoordlnator

Dinas Pengendalian penduduk,
Keluarga Berencana pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan Anak

PD Pendukung

Dinas Pertanian dan pangan
PD Pendukung

pi1rasLins@
Kebersihan PD Pendukung

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil PD Pendukung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa PD Pendukung

Dinas Perhubungan PD Pendukung
Dinas Komunikasi dan Informatika PD Pendukung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan perdagangan PD Pendukung

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu gatu pintu PD Pendukung

Dinas Kebudayaan PD Pendukung
Dinas Kearsipan dan pemustakaan PD Pendukung

3. Urusan Pilihan Dlnas Peri&anan PD Koordiaator
Dinas Pariwisata PD Pendukung
Dinas Pertanian dan pangan PD Pendukung
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan PD Pendukung
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu PD Pendukung

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan perdagangan PD Pendukung
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Daftar PERANGKAT DAERAH dan Urusan 
Wajib/Pilihan yang Ditangani 

No Urusan Perangkat Daerah Terkait Keterangan 

1. Urusan Wajib Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan PD Koordinator 
Dasar dan Olah Raga 

Dinas Kesehatan PD Pendukung 
Dinas Pekerjaan Umum dan PD Pendukung Penataan Ruang 
Satuan Polisi Pamong Praja PD Pendukung 
Dinas Sosial PD Pendukung 

RSUD PD Pendukung 
Sadan Penanggulangan Bencana PD Pendukung Daerah 
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan PD Pendukung 
Dinas Perumahan rakyat dan 
Kawasan Pemukiman PD Pendukung 

2. Urusan Wajib Bukan Dinas Perindustrian dan Tenaga 
Pelayanan Dasar Kerja PD Koordinator 

Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana Pemberdayaan PD Pendukung 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dinas Pertanian dan Pangan PD Pendukung 

Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan PD Pendukung 

Dinas Kependudukan dan PD Pendukung Pencatatan Sipil 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat PD Pendukung dan Desa 
Dinas Perhubungan PD Pendukung 
Dinas Komunikasi dan Informatika PD Pendukung 
Dinas Koperasi, U saha Kecil PD Pendukung Menengah dan Perdagangan 
Dinas Penanaman Modal dan PD Pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Dinas Kebudayaan PD Pendukung 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan PD Pendukung 

3. U ru san Pilihan Dinas Perikanan PD Koordinator 
Dinas Pariwisata PD Pendukung 
Dinas Pertanian dan Pangan PD Pendukung 
Dinas Lingkungan Hidup dan PD Pendukung Kebersihan 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu PD Pendukung 

Dinas Koperasi, U saha Kecil dan PD Pendukung Menengah dan Perdagangan 
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Dinas Perindu stria! dan Tenaga
Ke4'a PD Pendukung

4. Urusan Pemerintal Fungsi
Penunjang

SelEetarlgt Daerah
PD Koordlnator

Begian Tata Pemerintahar PD Pendukung
Bagian Hukum PD Pendukung
Bagian Kesej ahteraan Rakyat PD Pendukung
Bagian Ke4a Sama PD Pendukung
Bagian Perekonomian PD Pendukung

Bagian Administrasi Pembangunan PD Pendukung
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PD Pendukung

Bagian Umum PD Pendukung

Bagian Organisasi PD Pendukung

Bagian Sumber Daya Alam PD Pendukung

B.gian Protokol dan Komunikasi
PimDinan PD Pendukung

Bagian Perencanaan dan Keuangan PD Pendukung

Sekretariat DPRD PD Pendukung

Kecamatan Mengwi PD Pendukung

Kecamatan Abiansemal PD Pendukung

Kecamatan Petang PD Pendukung

Kecamatan Kuta PD Pendukung

Kecarnatan Kuta Selatan PD Pendukung

Kecamata! . Ku.ta Utara PD Pendukung

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dar
Perlindungan Masyaralat PD Pendukung

Inspektorat PD Pendukung

Badan Penelitian dan
Pengembangan

PD Pendukung

Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah PD Pendukung

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber DaYa

Manusia
PD Pendukung

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah PD Pendukung

Badan Pendapatan Daeral dan
Pasedahal Agung PD Pendukung
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Dinas Perindustrian dan Tenaga PD Pendukung Kerja 
4. Urusan Pemerintah Fungsi Sekretariat Daerah 

Penunjang PD Koordinator 

Bagian Tata Pemerintahan PD Pendukung 
Bagian Hukum PD Pendukung 
Bagian Kesejahteraan Rakyat PD Pendukung 
Bagian Kerja Sama PD Pendukung 
Bagian Perekonomian PD Pendukung 
Bagian Administrasi Pembangunan PD Pendukung 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PD Pendukung 

Bagian Umum PD Pendukung 
Bagian Organisasi PD Pendukung 
Bagian Sumber Daya Alam PD Pendukung 
Bagian Protokol dan Komunikasi PD Pendukung Pimpinan 
Bagian Perencanaan dan Keuangan PD Pendukung 
Sekretariat DPRD PD Pendukung 
Kecamatan Mengwi PD Pendukung 
Kecamatan Abiansemal PD Pendukung 
Kecamatan Petang PD Pendukung 
Kecamatan Kuta PD Pendukung 

Kecamatan Kuta Selatan PD Pendukung 

Kecamatan.Kuta Utara PD Pendukung 

Sadan Kesatuan Bangsa, Politik dar PD Pendukung Perlindungan Masyarakat 
Inspektorat PD Pendukung 
Badan Penelitian dan PD Pendukung 
Pengembangan 
Badan Pengelolaan Keuangan dan 

PD Pendukung Aset Daerah 

Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya PD Pendukung 
Manusia 
Badan Perencanaan Pembangunan 

PD Pendukung Daerah 

Badan Pendapatan Daerah dan PD Pendukung Pasedahan Agung 
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C. ARAI{AN DAN KEBIJAKAN PEIYILAIAN RISIKO 1 TAIIUIVAN

A.

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI
SURAT EDARAN BUPATI BADUNG

Nomor: SE- .../..
Tanggal:

TENTANG

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN zuSIKO TAHUN

Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada peraturan

Nomor .... tanggal ... tentang Pedoman PengeloLaan Risiko

Pemerintah Kabupaten Badung.

2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka

ditetapkan:

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan

risiko pemerintah daerah;

Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat
Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II, dan Pejabat Eselon III dan
IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan IV;

c. Komite pengelolaan risiko tingkat pemerintah Daerah;

d. Asisten sekretaris Daaerah sebagai unit Kepatuhan; dan
e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko tahun ...... dilakukan untuk melakukan penilaian operasional
Perangkat Daerah.

2. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah tahun harus dilakukan
oleh masing- masing Perangkat Daerah ata.s tujuan operasional perangkat

Daerah seba,gaimana tercantum dalam RKA Perangkat Daerah Tahun .......
dalam rangka melaksanakan urusan
masing-masing Perangkat Daerah.

Bupati Badung

Di Lingkung€rn

dibentuk atau

a.

b.

yang didelegasikan kepada

I

I

-5­ 

C. ARAHAN DAN 
KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO 1 TAHUNAN 

BUPATI BADUNG 

PROVINSI BALI 
SURAT EDARAN BUPATI BADUNG 

Nomor: SE- / .. 
Tanggal: . 

TENTANG 

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO TAHUN 

A. Umum 
1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Badung 

Nomor .... tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Badung. 
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau 

ditetapkan: 
a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan 

risiko pemerintah daerah; 
b. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat 

Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II, dan Pejabat Eselon III dan 

IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan IV; 

c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah; 
d. Asisten Sekretaris Daaerah sebagai Unit Kepatuhan; dan 

e. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan. 

B. Penilaian Risiko 

1. Penilaian risiko tahun dilakukan untuk melakukan penilaian operasional 
Perangkat Daerah. 

2. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah tahun ..... harus dilakukan 

oleh masing- masing Perangkat Daerah atas tujuan operasional Perangkat 

Daerah sebagaimana tercantum dalam RKA Perangkat Daerah Tahun . 
dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada 
masing-masing Perangkat Daerah. 



3.

4.

-6-

Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah diharapkan dilakukan mulai
tanggal 1 sd 30 Nopember ....... setelah RKA Perangkat Daerah disusun.
Hasil penilaian risiko agar dituangkan dalam dokumen penilaian risiko yang

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku

koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko.

Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah Tahun agar

mempertimbangkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi pada tahun-tahun
sebelumnya dan tambahan risiko baru.

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka Inspektorat Daerah

bertindak sebagai fasilitator.

Perlu diperhatikan juga kebijakan-kebiiakan yang lain dalam penilaian

risiko.

5.

6.
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3. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah diharapkan dilakukan mulai 

tanggal 1 sd 30 Nopember setelah RKA Perangkat Daerah disusun. 

4. Hasil penilaian risiko agar dituangkan dalam dokumen penilaian risiko yang 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku 
koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko. 

5. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah Tahun agar 
mempertimbangkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi pada tahun-tahun 
sebelumnya dan tambahan risiko baru. 

6. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka Inspektorat Daerah 

bertindak sebagai fasilitator. 

7. Perlu diperhatikan juga kebijakan-kebijakan yang lain dalam penilaian 
risiko. 
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Form 1.c

Fomat
Simpulan Survei Per3apsi atas Lingkungan pengendalian Int6m

Pcmerintah Kabupaten Badung

KeteEngan:
Kolorr a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dentan sub unsur p.da lingkungan p€ntendalian
(olon c diisi denSan simpulan penilaian awalCEE berdasartan
(olom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awalCEI berdasarkan
Kolom c diisi d€'ntEn slnpul.n hasll su.\rei pc.scpsi
Kolom fdiisidengan uraian simpulan s€suai hasilsuw€i p€rsepsi
(olom g dii'i dengan simpulan seerai haiil penilaien awal dan survei persepsi, iika hasil antara penilaian awal dan su.vei peFepsi
tt€ftentangan, maka lakukan pendalaman at.u lakukan profeisional judgement untuk menyimpulkannya
Kolom h diisidenSan uraian kelemahan

Nama Pemde : Pemerintah Kabup€ten Badung
Tahun Penilai€n :

No. sub unsut
Hasil Rrviu Dokumln Hasil Suavci Par5apti

Simpulan PanjclaranH.sil Ur.hn Hasil Uraian
a D d e f E n

1 Penegakan intefitas dan nilai
etika

2 Komitmen terhadap
kompetensi

Kepemimpinan yang kondusif

Struktur organis.si 5€suai

kebutuhan
5 Pendele8asian wewenang

dan tangSung jawab yang

tepat
Penyusunan dan Penerapan

KebiFken yang Sehat tentant
Pembinaan SDM

Perw|lrudan pe.an APIP yant
efektif

8 Hubun8an Keria yang Baik

dengah Instansi Pemerintah
Terkait

-7-Lampiran D .7. 

Form 1.c 
Format 

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern 
Pemerintah Kabupaten Badung 

Nama +emda Pemerintah Kabupaten Badung 
Tahun Penilaian 

Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei Persepsi 
No. Sub unsur Hasil Uraian Hasil Uraian Simpulan Penielasan 
• b c d • f I h 

1 Penegakan integritas dan nilai 
etika 

2 Komitmen terhadap 
kompetensi 

3 Kepemimpinan yang kondusif 

4 Struktur organisasi sesuai 
kebutuhan 

5 Pendelegasian wewenang 
dan tanggung jawab yang 
tepat 

6 Penyusunan dan Penerapan 
Kebijakan yang Sehat tentang 
Pembinaan SOM 

7 Perwujudan peran APIP yang 
efektif 

8 Hubungan Kerja yang Baik 
dengan Instansi Pemerintah 
Terkait 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian 
Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan 
Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan 
Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi 
Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi 
Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi 
bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya 
Kolom h diisi dengan uraian kelemahan 
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Form 2.a
FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMOA

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai

Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Sumber Data
Visi
Misi Strategis RPJMD
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis
Pemda
Tuiuan Strateois RPJMD
Penetapan Konteks Tujuan Risiko
Strategis Pemda
Sasaran RPJMD
Penetapan Konteks Sasaran Risiko
Strategis Pemda
IKU Sasaran RPJMD
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis
Pemda
Prioritas pembangunan dan program
ung0ulan
Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Dinas Terkait

Tujuan, Sasaran, lKU, dan Program yang
akan dilakukan penilaian risiko

Mangupura, bulan tahun
BUPATI BADUNG

Lampiran D -8- 

Form 2.a 
FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai 
Sumber Data 
Visi 
Misi Strateais RPJMD 
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis 
Pemda 
Tuiuan Strateais RP,JMD 
Penetapan Konteks Tujuan Risiko 
Strategis Pemda 
Sasaran RPJMD 
Penetapan Konteks Sasaran Risiko 
Strategis Pemda 
IKU Sasaran RPJMD 
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis 
Pemda 
Prioritas pembangunan dan program 
unaaulan 
Urusan Pemerintahan Daerah 
Nama Dinas Terkait 

Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang 
akan dilakukan oenilaian risiko 

Mangupura, bulan tahun 
BUPATI BADUNG 

·····································•······•··········· 
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Nama Pemda
ahun Penilaian

Periode yang dinilai

Urusan Pemerintahan

-9-

Form 2.b
FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PD

Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali

IKU Renstra PD

Tujuan, Sasaran, IKU yang
akan dilakukan Denilaian

Mangupura,....... 20xx
Kepala Perangkat Daerah

Lampiran D -9­ 

Form 2.b 
FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PD 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai 
Urusan Pemerintahan 
PD vana Dinilai 
Sumber Data 
Tujuan Strategis 
Sasaran Strategis 
IKU Renstra PD No IKU Taraet 

Proaram 
Tujuan, Sasaran, IKU yang Tujuan Strategis: 
akan dilakukan penilaian risiko 

Sasaran Strategis: 

IKU Strategis: 

Program: 

- 

Mangupura, ....... 20xx 
Kepala Perangkat Daerah 

··························· 
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FoIm 2.c
FORiIAT PENETAPAI{ KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PD

PBmda
Penilaian

yang dinilai
Urusan Pemerintahan

Keluaran/Hasil Kegiatan yang
dilakukan penilaian risiko

Lampiran D -10- 

Form 2.c 
FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PD 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai 
Urusan Pemerintahan 
PD yana Dinilai 
Sumber Data 
Tujuan Strategis 
Program Dinas ... .. .. ....... 
(Renja 20xx) 
dan Kegiatan Utama 

Keluaran/Hasil Kegiatan 
No Nama Keluaran/Hasil Kegiatan Target 

Program, Kegiatan, dan Program: 
Keluaran/Hasil Kegiatan yang 
akan dilakukan penilaian risiko 

Kegiatan: 

Keluaran/Hasil Kegiatan: 

Mangupura, ....... 20xx 
Kepala Perangkat Daerah 

......... ················· 
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Form 3.a
Format tdenttfikasl Ririko Skategis pemerlntah Daerah

Nama PD
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai

&lom | .t|a .hiB.n n.hd mlr

[iil:$#ff1,'J,ffi,!'*silb*l..'rn'rt onqhd..hnp,MDA.n ],
ior.m d dhl &lE n udh Fl!$E yr,r ncrurln a*,roM c drr.t .Ln!.n ro<b ibtk.
Llom l.tht rtf,|.n tml|t nktkq Ft Evudr Frr b(t.Eyj". | 1s !.'r.r,r p.llrd.b dnunvr alto, unr* mfgTry!'rk"atl't'n um* h'ttrol. d.Iro

I.foh 
n d||i dq.i.mif.r d.r.i*.i--,i,iL"ii'-"*'ud'h rd'ritrrt J rbio,3!b.b rl'ko br* dir.r..!dr.n r.d.r.h: tttn,, rbtr, ttbdod, rtb.hhc, 

".nf'*,,d
frliryffi:*i'f":nf;J:#:ilfffiHtr111-11abrb*o..i".rJcrr.unftr.r,.rk!,D.nFih",rid.'r.np.'y.b.br,,,roxok,nr.ordd$.dh.r/uJtf.";"*,"#;;;.;f;mtili1JI*r.npqnud.h'd.tJ'lt.d6hp.lrl'|to,d.hp.l;dbb|$d|k.t..druk.d.l.h:'c

-11-
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Form 3.a 
Format ldentifikasi Rislko Strategis Pemerintah Daerah 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali 
Nama PD 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai 
Urusan Pemerintahan 

Risiko 2epaD Dampak 
Tujuan/Sasaran Strategis/Program Kode Pihak yang 

No Unaaulan Indikator Kinerja Uraian Risiko Pemlllk Uraian Sumber C/UC Uralan Terkena 
a b c d e f 9 h t j - k 

Tujuan Strategis Pemerintah Ka bu paten 
Baduna: 
Sasaran: 
Program: 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagalmana tercantum dalam RPJMD/Renstra 
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis 
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan rislko 
Kolom e diisi dengan Kade Rlsiko 
Kolom f diisi dengan Pemllik Rislko, plhak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko 
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine , dan Material 
Kolom h dlisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) 
Kolom I diisl dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko 
Kolom j diisi dengan uralan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum 
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi 
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Form 3.b

Format ldentilikasa Risiko $trategis PD

Tuiuan:
Sasaran Strateois OPD:

-12-

Penda
PD

ahun Penilaian
yarq dinilai

Badung, Provinsi Bali

Stralegis
Pemerintahan

Kllom. dliC d.Ern nomo. u.ul
Xolom b dlld &|€m U'l|n ttr.t gir uruen mllb r.b.S!lm.m t rdntun dal.m RPIMD/Re|lst

xorom c dlhl d.nl.n Indlt*or rh.ri. tuiu.n f.t tl3
(olom d dllC d.n! ur.l.n pldrdxr. y|ng n.rup.bn ridko
Xolom. dlld d.ig.. Xo& Rbiro
xolon f dibi d.nFr P.hift iirito, pih.Vunlt y.nt !.rt Etlnrirwrb^.rr.Dlitinpn ontut m.ng.lol. rid]o
,obngdi'*d.n!.npeny.b.bdhb!|ny|ti.iro,UiEriE;p..n{.hh|d.otifl.5irb|to,!.b.btickobist|ikdt€|orir'nki'.|.fM|oh,M@E|,M.tho.l',,d!hM&d.|
(obn h diisi d.ns.n $mb.r drtto (Gr*erhd4nt!m.l)
Xotomiditsi&nrrnc,jthsnttt€rj.m.npuuntutm.|En.btitnp.ny.6.brkiko,.!Ucil.unttlcri.tld.tit.hpum.ng!.d6lltn!€nv€!$dcro
(otomjd|bldef..Iu.a|.ttb.ty.E.||t|m!u[.nlit.dcko!.n.'.b.nst.d.d|,Unb'n€mp.lm'|d.h|dentif;m
Xolom t dlhl den!.n plhavunlr y.lE ri.ndsiir/t rl(.li. &mp.t ltt tuito bcn..-b.n.r t rl.dl
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Form 3.b 
Format Identifikasi Risiko Strategis PD 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali 
Nama PD 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

KISIKO Sebab Damoak 
Kode Pihak yang 

No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kineria Uraian Risiko Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Terkena 
a b C d e f g h i j k 

Tujuan: 
Sasaran Strategis OPD: 
Program: 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra 
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis 
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko 
Kolom e diisi dengan Kode Risiko 
Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko 
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material 
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) 
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko 
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum 
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi 
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Fotm 3.c
Format ldentltikarl Rtstko Operaltonal pD

Xetar.ngan:
Xolom I dllll d.rEer no|no. urut
Xolom b dlisl dangan tltu.n stratcglr urusan w.Jib 3ab.galm.m tarcantqn drlen
lblom c dll.i dcr€.n Indlk tor ktn.t,! tul!.n str.t.gt,
(olom d dilrl d.r8.n t.h.pan kd.t n
(olon a dllal dargan urrlan F lj vra y.ng marufak n rb&o
Kolotn t dllil d.ryrn Xod. Rt.tko
(olom 

a dllrl Cqrn Pdnlltk Rl.lko, pth.Vuntt y.ru b.rtr.Eglh8lrwab/b..k.pcn'ng.n untut ,ncng.tot. rt3ikoxo|onhd||rld.n$nF.ny.b.bdmb!|ny|'l'ko,UntUk.rr..rrp.rmUd.hUcntribi|.L|ko's.b.bri3|*oHs.d|k.t!gor|l.nl€da|.n|iMon,|b|,2y,*ktho4'E,&nM|tGi|.|
Kolon I dll.l d.rt|n rumb.r.t3tlo (.*rt rnd/Intr.rrll)
(olom 

J dil3l d.rtm c,lik unlt k.rt. m.mpu untul mcrgcodrlikrn pcnyebab rbtkq rt u uc Jtk! untt lerjs dd.k mempu ,nefBendlltken priyebab rljlkol(o|ohkd||.|d.n&nU.alEn.k|baty.tgdldmhrtk.n,ik..|r|kob.i.r.bei.r,.d|,U!lF

Xolom I dllsl dd8an pth.k/untt yang mond.dtltert.n d.mp.k lla rlrlko b.mr_b.mr tcrt.di

l 
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Form 3.c 
Format Identifikasi Risiko Operasional PD 

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali 
Nama PO 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai 
Tujuan Strategis 
Sasaran strategis PD 
Urusan Pemerintahan 

nsnO m 
Indikator Kode 

No Kegiatan Keluaran Tgap Uraian Risiko Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak van Terkena 

• b C d • f a h I I k I 
Program: 

Keglatan: 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam 
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis 
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan 
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko 
Kolom f diisi dengan Kode Risiko 
Kolom g diisi dengan Pemifik Risiko, pihak/unit yang bertanggungiawab/berkepentingan untuk mengelola risiko 
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya rsiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material 
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) 
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko 
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum 

Kolom I diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi 
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Form 4
Format Hasil Amli3i3 Risiko

Nama Pemda Pemerintah
ahun Penilaian
ujuan Slrategis

Urusan Pemerintahan

Keterangan:

Kolom a diisidengan nomor urut
Kolom b diisiden8an risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisidengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhituogan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi denSan skala kemuntkinan berdasa*an p€rhitungan r.ta{ata/modus skala kemungkinan

Kolom f diisi denSan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

"Ri3iko" yang Teridentifi kasi

Lampiran D -14­ 

Form4 
Format Hasil Analisis Risiko 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 
Nama Perangkat Daerah 

Analisis Risiko 

No. "Risiko" yang Teridentifikasi Kode Risiko Skala Skala 

Dampak) Kemungkina Skala Risiko 
n 

a b c d e f=dxe 
I Risiko Strategis 0 

11 Risiko Strategis PD 
XXX 5 4 20 
ABC 3 5 15 

Ill Risiko Operasional PD 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi 
Kolom c diisi dengan kode risiko 
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi 
Kolom e diisi dengan ska la kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan 
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan 
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Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisidengan skala risiko
Kolom e diisi dengan pemilik risiko
Kolom f diisi dengan penyebab

Kolom g diisi dengan dampak

Form 5
Format Daftar Risiko Prioritas

Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Lampiran D -15­ 

Form 5 
Format Daftar Risiko Prioritas 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis . 
Urusan Pemerintahan 
Nama Peranakat Daerah 

No Risiko Prioritas Kode Risiko Skala Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak 
a b C d e f g 

I Risiko Strateais 

II Risiko Strategis PD 

Ill Risiko Operasional PD 

Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan risiko prioritas 
Kolom c diisi dengan kode risiko 
Kolom d diisi dengan skala risiko 
Kolom e diisi dengan pemilik risiko 
Kolom f diisi dengan penyebab 
Kolom g diisi dengan dampak 



-t
L..npr.n D

Form 6

Fomat Ponilaisn ates Kegistan P.ngondalian yang Ada d8n Masih Dibutuhkan

i,Lma PafrEdntah Daarah : P.I rLitah l(|b|rpabn Badung, Ptovlnll B.ll

Kord|3l Ungkungin Pang.nd.fi an
yam Kuaang M€rradai

R.oc.na Tlnda* Parbalk.n
Ll luman Pd|gsdalan Pen.ng0unglewlb

larg.t W.lAr
frcnl'rlcaalan

Rerllaral W.lir
Penlro| rdan

e b t

Pcncg.l.n lnt qrit s d.n Nllal Et*r

Kom|tnm T.rh.dap xomp.t ntl

l Kapemimplnan y{ng looduslt

P.i!ru3unan drn Prncrrpan Kaurakrn y.ng A.h.t tetfino Pcrnuna.n SOM

P.aun ud.n P€r.n APIP yang Elbkttf

XeteGntan
Kolom a diisidengan nomor urut
Kolom b diiri dengan kondisi lintkungan pengendalian yang kurang memadai

xolom c diisidengan perbaikan yang akan dilalukan
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanttungiawab untuk menyelentgarak n kegiatan pengendalian

Kolom e diiri dengan t rget waktu penyelesai.n RTP

Xolom f d iisi dentan .e.lisssi ryaktu penyelerai.n RTP

-16-

--- ------- 
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Form 6 
Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali 
Tah Penllalan un : 

Kondisi Lingkungan Pengendaian Rencana Tindak Perbaikan Target Waktu Realisasi Waktu 

No. yang Kurang Memadal Lingkungan Pengendallan Penanggung jawab Penyelesalan Penyelesalan 

• b • d • f 

I peneaakan Integritas dan Nilal Etika 
I I 

II Komitmen Terhadap Kompetensl 
I 
I 

Ill Kepemimpinan yang kondusif 

IV Penyusunan dan Penerapan Kebljakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 

V Perwujudan Peran APIP yang Etektif 

Keterangan 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai 
Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan 
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP 
Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP 
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FoI,r', T
Fotmat Penileian alas Kegiatan pengondatian yeng Ada dEn tasih Dibutuhkan

lctrnntan
Kolom ! dllsi dangan nomor urut
|(olom b diirl deqan rislto priorltrs
Xolon c diisi dcnt.n kodc rlsito
Kolom d dllc dGn8.n ur.i.n pengcnd.li.n-penSend.llan yanS $dah ad6lt?.prsang. Ag.r diurlkrp tid.k h.ny. nam6 sop nya, contoh sop pemeliharaen: G€dung dib€Eihl.
l(olom c diisi d€ng.n alas.n tidal cf€l.tlf:
(r) Kahltskrt &.t Prlaa&r pieai&bn u.hh dhrukrr, rr,''m b.run 

''*nFr 
r'nanc-r ridko Fng t .itaitirflGi

(2) Pra.dtr Frigs.dd.n balrrrtidrk d.pct daka.mkD
(3) lcbitskrt b.lm (s(|ti &igrl Fd.Ar b.ku y.|! l.ht
(,4) Klbij.k'n &n Prc di. y'lg dr td.k Erd (kI | p-.tum di.brry.
(olom f dlisi drntrn p€ngendallsr yani masih dibutuhtrn
(olom g dilsi deng.n plhak/unlt p€n.ntgung i.wrb untuk menyelent8aElan tcll.trn pengendali.n
|(olon h diisideqan tlrlet w.ktu p€nvrlagalsn RTp

(RTP alas Hasil ldentifikasi Risiko)

ahun Penilaian
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Fonn 7 
Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan 

(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) 

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 
Nama Peranakat Daerah 

Pemilikl 
Uraian Pengendalian Celah Rencana Tindak Penangungg Target Waktu 

No Risiko Prioritas Kode Risiko vana Sudah Ada Penaendalian Penaendalian Jawab Penvelesaian 
a b c d • f 9 h 

II Risiko Strateais 

II! Risiko Strateais PD 

III! Risiko Operasional PD 

Keterangan 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan risiko prioritas 
Kolom c diisi dengan kode risiko 
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihka 
Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif: 
(1)Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belurmn mampu menangani risiko yang teridentifikasi 
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan 
(3) Kebijakan belum dikuti dengan prosedur baku yang jelas 
(4) Kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya 
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan 
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP 



Form 8

(ete'lnSan

Xolom a dlbl den8an nomor urut
Xolom b dibldengan teglatan pengendalhn yang cttbrluhkan
Xolom c dlirl denSan medla/bentuk sarana pengkomunit6tan
(olom d dlbldengan penyedla informasi
Kobm e dihldengan penerlma Informasi
l(olom f dlSl dengan rencana wektu pelalsanaan
Xobm 8 dii5i dengan.ealbasl waktu fretatsanaan

Nama Pcmda
Tahun Ponilaian
fujuen Suategis
lJruaan Pemedrtah{r

: P.t|Gdrdr K$LFqbn B.dng, Provhd Bd

Ica$a/BGntuk 3i.6n:
FnE*dnunikrCan

PenFdh
lnioirx3i

Peocr-na
lnb|rmd

Rcicrn llr.ktu
PaLla.n r|r

Rrslisaai
Ketaaar€an

a D o e t o h

Lamnpiran D 

Form 8 
FORMAT RENCANA DAN REALJSASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DIBANGUN 

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali 
Tahun Penilainn : 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemenintahan 

Kegiatan Pengendalian yang Media/Bentuk Sarana Penyedia penerira Rencana Waktu Realisasi 
No Dibutuhkan Pengkomunikasian Informasi Informasi Pelak sanaan Waktu Keterangan 

Pelaksanaan 

• b C d • f a h 

Keterangan 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan 
Kolom c diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian 
Kolom d diisi dengan penyedia informasi 
Kolom e diisi dengan penerima informasi 
Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan 
Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan 
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Fo.m I
FORMAT RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHMN

Xolom. dllsl dant n nomor urut
Kolom b diisi d.rgan kBhtan pcntend.lt.n t ng dlbutuhkan
(olom c dilsi dan&n b.ntuk/nctoda pdnant uan yarq dtparlukan
(olom d dllsi dqitan Pcr|3fBgu.tg J.ssb pcm.nt.uan
Kolom a dlhi d.r€an Raic.na Waktu p.l.kianaan pemantaurn

Kolom fdllsl darf,.n Re.lls8iW.ktu Paliksam.n
xolom g dlisl dlngan kete.arE.n tembrh.n, sepertl katcr.ngan h.sil k€gl.t h pcm.nt u.n, Fl.ksenaan monltorlru, pe.dokuocntasl.4 pc.rdistrtb6i.n,
dan kciaraaEan lainnva
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Form 9 
FORMAT RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN 

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali 
Tahun Penilaian : 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

Kegiatan Pengendalian Ben tuk/Metode Penanggung Rencana Waktu Realisasi Waktu No yang Dibutuhkan Pemantauan yang Jawab Pelaksanaan Pelaksanaan Keterangan 
Diperlukan Pemantauan Pemantauan 

• b C d e ' g 

Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan 
Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan 
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan 
Kolom e diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan 
Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanasn 
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, 
dan keterangan lainnya 



Lampiran D

FORMAT PENCATATAN KEJADIAN RISIKO
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali

ahun Penilaian
ujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab p€ristiwa risiko saat teriadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom I diisi dengan keterangan tambahan
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DAN PELAKSANAAN RTP
Form 10

"Risiko" yang Toridentitikasi

Lampiran D 

Nama Pemda 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 
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Form 10 
FORMAT PENCATATAN KEJA0IAN RISIKO RISK EVEN DAN PELAKSANAAN RTP 

: Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali 

No "Risiko" yang Teridentifikasi 

I Risiko Strate is Pemda 
1 

Kode 
Risiko Tanggal 

terjadi Sebab 0ampak Keterangan RTP 
Rencana 

Pelaksanaan 
RTP 

Realisasi 
Pelaksanaan 

RTP 
Keterangan 

Kejadian Risiko 

Masalah/Risiko Baru: 

II Risiko Strate is PO 
1 

Masalah/Risiko Baru: 
Ill Risiko O erasional PO 

1 
Masalah/Risiko Baru: 

Keterangan 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan risiko yang terldentifikasi 
Kolom c diisi dengan kode risiko 
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan 
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan 
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan 
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan 



RSP
RSO
ROO

La.npiron E

KODE RISIKO

Strategis Pemds
Stratcgis PD
Operasbnal PD

Jeni3 RIC*o merEq.r$.rlst uru3rn Fcrnds tcrdirl d.ri:
01 Uru3an Wdib P€byarEn Ocsg2 Un6an Walib Bukan Pehyanan Dffiar(B Urusan Pilihsn
(X Urusan Pornerintrh Fungsi penuniang

Erst s yflrg rn.||ilri tndhl d.rh
01 Olnc Pendldikan, Kepemuen ddr Ohhnga Kah.lpaten BdrnE
U2 Din* lGaehatan lGh4oten Badung
6 Dinas Pekorjaan Umum dan penataan Ruang l<ahrp€bn BadurE(}4 Dinas PerunEhsn Ratq/al &n Kilvaoan permukirmn lGbupaten Badung(E Satuan Polisi Partong Praia Kah-Faten BadurE(F Dinas lcbekaran dan p€nyabmatan Kabupaten Badung
07 B*n Penangguhngan Bencana therah lGhrp€ten Sadung
OE Dinassosial f€bupaten Badung
09 Dinas Lingkungm Hltup chn l(€b€'lihrn lGhrpaten gadung
10 Dinas lGpendudukan dan pencaHan Sipil lGfupaten Badur€
11 Dinas Pomberday"dn Masyarakat den Deea Kahrpatan Badung
12 Dina Peqcrdalian Ponduduk, lcluarg6 Bsr€ncana, Pemberlayaan Pe.empuan dan pedinduf€an An k lGbupaton Badung13 Dinas Perhubungan l(abupebn Badung
14 Dinas Komunikasidan Info.nEtika lcbrlpslen Badung
15 Dirm l(oponsi, Usaha l(edl&n tt onong8h &n p€rdag8 tgEn KabuFten Bdur€
16 Dinas Pefianaman tvlodal dan pe*ryanan Tapadu Satu pintu l<abup€tcn Badung
17 Din8lcbu&ya.nlchadenBadwrg
18 Dinas lGardpn dan p€rpudakn Kabupaten Badung
19 Dinas Porlkanan Kabupqilen Badung
n Dinas Parlu,issh lGbupaten Badung
21 DinG Pdtanhn drn pangan tGb{.tp6tsn Bldung
2. Dinas Perindudrhn drn TenagE Keria fGhrpaten Ba<lung
B Sekcfarid Dmrah lGbuFteo Badung
24 Sebeta*rt DPRD lGbupaten Badung
6 Badan P€fencarEn pernbarEunan Da€rah lGh.Fqten Badung
X Badan Pongelola lcuangEo&nA!.t Oaeratr t<aOupacn BaOung
ZT Ba&n P€ndap€tan llaerah / kahan Agurg lGbupaten Badung
8 Eaden lcp€gswahn dan pengFmbangan Sumber Daya Manusia lGbupaten BadungX Badan Penollthndan perEBrnbengan Kebupeten Bdungg) InspeKordt Kabupaten Badung
3l Kecamatan Potang
32 lGcarnabn Atians€rnel
33 lGcamat n ttlengwi
34 fco.mltm Kfi Utrregt lccamatan lota
36 Kecamen Ktta Sehhn
37 Badan Kssetuan Bang8a dan politik Kabupqten gadrrrg

Tingkat
Risiko Tahun Pelaksanaan Penllaian Rielko

Jenis
Risiko

Entitas/OPD yang
Manilai

Nomor Urut di
Entitas/OPD Kode

RSP T 01 01 01 RSP.20.01.01.0,|

RSO 21 01 I 01 RSO.21 .01.11.01

Tlngkat Rislko terdirl dari:
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KOOERISIKO 

Tingkat Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko Jenis Entitas/OPD yang Nomor Urut di Kode Risiko Risiko Menilai Entitas/OPD 
RSP 20 01 01 0 RSP.20.01.01.01 

RSO 21 01 11 01 RSO.21.01.11.01 

Tingkat Risiko terdiri dari: 
RSP Strategis Pemda 
RSO Strategis PD 
RO Operasional PD 

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari: 
01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 
02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 
03 Urusan Pilihan 
04 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang 

Entitas yang menilai terdiri dari: 
01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung 
02 Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 
03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung 
04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukirnan Kabupaten Badung 
05 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung 
06 Dinas Kebakaran dan Penyelarnatan Kabupaten Badung 
07 Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung 
08 Dinas Sosial Kabupaten Badung 
09 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung 
1 O Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung 
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung 
12 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung 
13 Dinas Perhubungan Kabupaten Badung 
14 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 
15 Dinas Koperasl, Usaha Kecil dan Merengah dan Perdagangan Kabupaten Badung 
16 Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung 
17 Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung 
18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung 
19 Dinas Perikanan Kabupaten Badung 
20 Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 
21 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 
22 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung 
23 Sekretariat Daerah Kabupaten Sadung 
24 Sekretariat DPRD Kabupaten Sadung 
25 Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung 
26 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung 
27 Badan Pendapatan Daerah I Pasedahan Agung Kabupaten Badung 
28 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung 
29 Sadan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung 
30 Inspektorat Kabupaten Badung 
31 Kecamatan Petang 
32 Kecamatan Ablansemal 
33 Kecamatan Mengwi 
34 Kecamatan Kuta Utara 
35 Kecamatan Kuta 
36 Kecamatan Kuta Selatan 
37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung 
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P. FORilAT LAPIORAIT PELIII$AI{AAfr PEITILAIAII RISIKO PEMERII|TAII
XA.BI'PATEII BADUIYG PROVII|SI BALI

L Pendahuluan

A. Latar Belalang

Bagan ini berisi lata-r belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta
gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal

dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang
menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah Daerah baik kebiiakan
perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Ttrjuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di
Pemerintah Daerah.

D.Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hd-hat yang menjadi batasan konsep dan konteks
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini
Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang

selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan
wqjib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan
pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di
Pemerintah Daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah Daerah,

dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusar wajib/pilihan
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F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH 
KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta 

gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah. 
B. Dasar Hukum 

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal 

dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang 
menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan 
perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko. 

C. Maksud dan Tujuan 

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di 
Pemerintah Daerah. 

D.Ruang Lingkup 

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks 
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah. 

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan 
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini 

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang 
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan 
wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah. 

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian 

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan 
pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di 
Pemerintah Daerah. 

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian 
A. Penetapan Tujuan 

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, 
dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan 



^a

dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi
Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil ldentilikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko
(uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab

risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat
dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta
penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai

Urutan Kategori serta Rencana Tindak Pengendalian yang merupakan hasil
dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di
Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk
ditangani (dikelola) dari hasit analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau
perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan
wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang
sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagran ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar
pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagtan ini berisi mekanisme pemantauan yaurlg akan dijalankan untuk
memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang
telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif
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dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi 

Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya. 

B. Hasil Identifikasi Risiko 

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko 

(uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab 
risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat 

dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta 

penerima dampak risiko). 
C. Hasil Analisis Risiko 

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai 

Urutan Kategori serta Rencana Tindak Pengendalian yang merupakan hasil 

dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi. 

D.Pengendalian yang sudah dilakukan 
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di 

Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk 

ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko. 

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan 

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau 
perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan 
wajib / pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang 

sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi 

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibu tuhkan agar 

pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan 
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. 

V. Rancangan Pemantauan 

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk 

memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang 
telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif 
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VI. Penutup

Bagran ini berisi simpulan ranc€rngam penerapan pengelolaan risiko unit pemilik

Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifftasi risiko, penilaian risiko, hingga RTp serta
pengkomunikasian dan monitoringnya).
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VI. Penutup 

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik 
Risiko. 

Lampiran 

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta 
pengkomunikasian dan monitoringnya}. 



-25 -

G. FORilAT LAFORAIT TRIWULAT{ UrUnUfir pEIfcErI)LttAIf RrsrKo
PEUERII{TAE KABT'PATEIf BADT'NG PROVItrSI BALI

I. Pendahuluan

A.l,atar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta
gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagran ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal
dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang
menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan
perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagran ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di
Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan
konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko pemerintah Daerah
A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko pemerintah Daerah

Triwulan I/il/n/N
Bagran ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagran ini juga dapat berisi
pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko pemerintah Daerah rriwulan
r/il/fir/rv
Bagran ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenar gap
yang te{adi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan
realisasinya.
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G. FORMAT LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV PENGELOLAAN RISIKO 

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI 

I. Pendahuluan 

A.Latar Belakang 

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta 
gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah. 

B. Dasar Hukum 

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal 

dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang 
menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan 
perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko. 

C. Maksud dan Tujuan 

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di 
Pemerintah Daerah. 

D. Ruang Lingkup 

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan 
konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah. 

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengeiolaan Risiko Pemerintah Daerah 

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah 
Triwulan I/II/Ill/IV 

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang 
direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi 
pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya. 

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan 
I/II/III/IV 

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang 
dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap 
yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan 
realisasinya. 
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III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagran ini berisi uraian dan analisis hal-hd yang menjadi kendala atau
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang
menyebabkan teq'adinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan
pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan Rencana Tindak pengendalian

Bagran ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTp,

keteq'adian risiko, pelaksanaan RTp dan kegiatan pemantauan RTp pada

triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila
diperlukan pemutalhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya

V. Penutup

Bagran ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko
unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut
dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan

untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan
kine{a Pemerinta}r Daerah.

L,ampiran-Lampiran
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III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau 

hambatan dalam peiaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang 
menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan 
pengelolaan risiko pemerintah daerah. 

IV. Monitoring Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian 
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, 
keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada 
triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila 
diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya 

V. Penutup 

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko 

Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut 
dari monitoring pengeioiaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan 
untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan 
kinerja Pemerintah Daerah. 

Lampiran-Lampiran 



H. FORTAT LlIpORAn TRrWnLltil rlwlJ,u'v pErfcErnl,/tAlf Rrsrro
PEUERII{TAII KABI'PATEIf BADT'I{G PROVINSI BALI

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta
gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagran ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal
dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang
menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah Daerah baik kebiiakan
perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Ttrjuan

Bagran ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di
Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagran ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan
konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan pengelolaan Risiko pemerintah Daerah
A.Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko pemerintah Daerah rriwulan

rlr/m/N
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagran ini juga dapat berisi
pemutakhiran risiko dan RTp dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko pemerintah Daerah rriwulan
ur/ril/N
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap
yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.
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H. FORMAT LAPORAN TRIWULAN I/I/III/IV PENGELOLAAN RISIKO 
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta 

gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah. 

B. Dasar Hukum 

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal 

dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang 

menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan 

perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko. 

C. Maksud dan Tujuan 

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di 

Pemerintah Daerah. 
D. Ruang Lingkup 

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan 

konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah. 

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah 

A.Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan 

I/II/III/IV 
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang 

direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi 
pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya. 

B.Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan 

I/II/III/IV 
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang 

dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap 
yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya. 
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III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagran ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang

menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

IV. Monitoring Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

Bagran ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTp,

kete4'adian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada

triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ir:i juga dianalisis apabila

diperlukan pemutalhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.
V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko
Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut
dari monitoring pengelolaan risiko pada periode i1i selagai perbaikan

untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan

kinerja Pemerintah Daerah.

la.mpiran-Lampiran
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III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau 

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang 
menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan 
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah. 

IV. Monitoring Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian 

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, 
keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada 
triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila 
diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. 

V. Penutup 

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko 

Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut 
dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan 
untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan 
kinerja Pemerintah Daerah. 

Lampiran-Lampiran 
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I,APORAI{ TR.IWULAIT I Ifi I TTI KODTITE PEI{GELOLIIAI{ PEUERITTAII
ITABT'PATEI{ BADUI{G PROVIilSI BALI

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan Rencana Tindak
Pengendalian oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh Unit pemilik

Risiko kepada unit kepatuhan. selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan

terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi,

bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagial ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan

risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendata yang
dilaporkan oleh unit Pemilik Risiko kepada unit kepatuhan. selain itu juga
dibahas hambatan yang teg'adi dalam kegiatar pembinaan terhadap
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

c' Hasil Pembinaan Terhadap pengelolaan Risiko pemerintah Daerah
Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian oleh Unit pemilik Risiko
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah kepada unit pemilik Risiko. selain itu juga dibahas hasil
fasilitasi terhadap unit Pemilik Risiko datam memandu instansi pemerintah
dalam melaksanakan langkah demi langkah pr,oses penilaian risiko ataupun
pemutakhiran risiko dan Rencana Tindak pengendalian sesuai hasil
monitoring berkala oleh unit pemilik Risiko dan pemantauan berkala oleh unit
kepatuhan.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi Unit pemilik Risiko
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan
hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan
pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada unit
Pemilik Risiko.

la.mpiran-Lampiran

L
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I. LAPORAN TRIWULAN I/II/III KOMITE PENGELOLAAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI 

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan 
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama 

tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan Rencana Tindak 

Pengendalian oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh Unit Pemilik 

Risiko kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan 

terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, 

bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan 

risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang 

dilaporkan oleh Unit Pemilik Risiko kepada unit kepatuhan. Selain itu juga 

dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap 
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah. 

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah 
Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian oleh Unit Pemilik Risiko 

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko 

pemerintah daerah kepada Unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dibahas hasil 

fasilitasi terhadap Unit Pemilik Risiko dalam memandu instansi pemerintah 
dalam melaksanakan Jangkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun 
pemutakhiran risiko dan Rencana Tindak Pengendalian sesuai hasil 

monitoring berkala oleh Unit Pemilik Risiko dan pemantauan berkala oleh unit 
kepatuhan. 

D. Rekomendasi/ Feedback bagi Unit Pemilik Risiko 
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan 
hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan 
pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada Unit 

Pemilik Risiko. 
Lampiran-Lampiran 
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J. FORilAT LIIPC'RAI{ TRIWULAIT IIIVIfi,nI T'I{IT TTPATI'HAI{ RISIKO
PEMAI{TAUAX PEilGELOLAAI| RISTKO PEMERIITTAH DATRAII

PEUERII{TAII TABT'PATEIT BADUITG PROVtrCSI BATI

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagran ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan Rencana Tindak
Pengendalian oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh Unit Pemilik

Risiko kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagran ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan

risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang

dilaporkan oleh Unit Pemilik Risiko kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

oleh Unit Pemilik Risiko

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan

pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta

analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang

telah dirancang, telah dilaksanakan dan be4'alan secara efektif. Pemantauan

dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan,

bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab

pemantauan, waktu pelaksanaam pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan,

dan hal-hal lainnya yang

pengendalian.

terjadi dalam pemantauan kegiatan

D. Rekomendasi/ Feedback bagi Unit Pemilik Risiko

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan

hambatan yang dilaporkan oleh Unit Pemilik Risiko serta rekomendasi

strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang

dilakukan unit kepatuhan kepada Unit Pemilik Risiko.

Lampiran-Lampiran
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J. FORMAT LAPORAN TRIWULAN I/I/III/IV UNIT KEPATUHAN RISIKO 

PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI 

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan 

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama 

tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan Rencana Tindak 

Pengendalian oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh Unit Pemilik 
Risiko kepada unit kepatuhan. 

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan 
risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang 
dilaporkan oleh Unit Pemilik Risiko kepada unit kepatuhan. 

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian 
oleh Unit Pemilik Risiko 

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan 

pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta 

analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang 

telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan 

dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, 

bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab 

pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, 

dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan 
pengendalian. 

D. Rekomendasi/ Feedback bagi Unit Pemilik Risiko 

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan 

hambatan yang dilaporkan oleh Unit Pemilik Risiko serta rekomendasi 

strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang 
dilakukan unit kepatuhan kepada Unit Pemilik Risiko. 

Lampiran-Lampiran 
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K. ALt R PROSES PEIIGELOI"AAN RISIKO PEMERINTNI DAERAII
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Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 25 Juli 2022
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K. ALUR PROSES PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 

Penilaian Lingkungan 
Pengendalian 

• 
Form 1c 

5impulan CEE 

Form 6 
RIP CE 

Risiko Strategis 
Pemda 

i Form $ 

Hile frigritan 
' I 

Penilaian Risiko 
Risiko Strategirs 

OPD 
Formn 2b 

Penet.pan 
Kontals/Tuan 

ado Strategies 09p 

Form 3b 
Identifiksi 

Risiko Strategis 
0PD 

Form 4 

Analisis Risiko 

' Form S 
2 

Risko Priori«tas ,. 
t 

'l 
Form 7 

RTP ata Risko 
< 
3 

Form 8 
infolomn 

Form 9 

Rencana dan 
Realisarsi egiatan 

Perrata0an 

Farm 10 
Risk Event dan 

Pelak sanaan RP 

Risko Operasional 
OPD 

Form 2c 
Penetapan 

ontelesTujuan is4lo 
Oper sioat OPD 

Form 3c 
identifikasi Risiko 
Operasional 0PD 

Form 4 

Analisis Risiko 

Form S 
Rido Prioritas 

Form 7 
RTP atas Reiko 

Form 8 
nfokom 

Form 9 

Rencana dan 
Realisasi egiatan 

Pernantauan 

Form 10 

Risk Event dan 
etalcs anaan RTF 

Ditetapkan di Mangupura 
pada tanggal 25 Juli 2022 


